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BAB 1

PENDAHULUARN \

e e — J

123 Iatar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang
utama bagi negara, selain sumber-sumber pendapatan negara
lainnya yang merupakan sumber pemasukan dana bagi negara
untuk memenuhi pengeluaran negara, dan kelangsungan pemba-
ngunan yang sedang dilaksanakan,

Karena itu pemungutan pajak harus dilaksanakan ber-
dasarkan Undang-Undang dibidang perpajakan, sebagaimana di
maksudkan pada ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 ber-
bunyi ; "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan
Undang Undang". Berdasarkan ketentuan tersebut mengandung
pengertian bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah (Ke-
pala Pelayanan Pajak), terhadap wajib pajak harus memper-
oleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dite=-
tapkan dalam bentuk Undang-Undang dibidang perpajakan,

Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat (2) UUD
1945, diundangkan beberapa Undang-Undang di antaranya ada=-
lah Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertam=-
bahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, pada tanggal 31 Desember 1983 (Iembaran Negara tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Iembaran Negara Nomor 3264),

Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan sa-




lah satu Undang-Undang di bidang pajak yang :mengantikan
Undang-Undang Pajak Penjualan Nomor 19 tahun 1951, masa ber
lakunya aeéara efektip dimulai tanggal 1 April 1985, Undang
Undang ini dapat menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha
Kena Pajak sebagai wajib Pajak Pertambahan Nilai , maupun
Kantor Pelayanan Pajak dalam upaya memasukan pendapatan ne-
gara.
Jika ditelusuri Undang-Undang Pajak Pertambahan Ni-
lai ini ternyata terdapat tiga jenis pajak yang diatur di-
dalamnya seperti :
1. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang
2. Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa
3. Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah
Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai didalam me-
laksanakan pemungutannya, selain diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1983 juga berpatokan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 22 tahun 1985,

Pengusaha Kena Pajak (wajib pajak) dalam menyerahkan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dalam me
lakukan usahanya harus menggunakan Faktur Pajak sebagai da=-
sar untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar pada
.Kantor Pelayanan Pajak.

Dilain pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka me-
masukan dana bagi negara, maka dilaksanakan penagihan pajak
yang terhutang pada wajib pajak, Sebagaimana diatur secara



tegas dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang ke-

tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang Undang ini

diundangkan pada tanggal 31 Desember 1983 dalam Iembaran
‘Negara tahun 1983, Nomor 49, Tambahan lLembaran Negara No-:

mor 3262,

Pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai kepa-
da Pengusaha Kena Pajak (wajib pajak), sedapat mungkin da=-
pat meningkatkan kepatuhan hukum bagi wajib pajak dan da=-
pat pula meningkatkan pendapatan negara, sebagal sumber
pembiayaan pembangunan.,

Akan tetapi tidak dapat dimungkiri dalam rangka pe-
laksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, akan timbul
berbagal faktor yang dapat mendorong dan menghambat proses
pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wa-
jib pajak.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis dalam me=-
nyelesaikan studi memilih judul skripsi sebagai berikut :

" SEGI HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PERTAM
BAHAN NILAI DAN KAITANNYA TERHADAP UPAYA PEMASUKAN DANA
BAGI NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI UJUNG PANDANG!

1.2 Batasan Masalah

Suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan suatu proses
yang senantiasa terus berkembang, sehingga ilmu yang kita
miliki wajib dikembangkan dan dijaga keseimbangannya agar

dapat sejalan dengan tuntutan kehidupan manusia.




Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis mem-
bahas masalah perpajakan yang merupakan suatu kajian yang
cukup luas materinya yang menjadi obyek kajian skripsi ini
dan mengingat pula kemampuan diri penulis sangat terbatas,
di samping bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masa-
lah ini masih sangat kurang sehingga penulis membatasi pem
bahasan masalah ini,

Batasan masalah pada skripsi ini meliputi usaha di-
dalam pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai terha-
dap wajib pajak dalam upaya meningkatkan péndapatan negara
yang meliputi :

- Sejauh manakah pelaksanaan kewajiban wajib Pajak Per
tambahan Nilai untuk membuat Faktur Pajak, dalam rang
ka penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa
Kena Pajak atau Impor Barang Kena Pajak, sebagai buk
ti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam upaya me
masukan dana bagi negara ?

- Apakah sarana hukum yang telah tersedia telah dilak-
sanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak didalam melaksa-
kan penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wajib
pajak., Dan faktor-faktor apakah yang dapat mendorong
dan menghambat proses pelaksanaan penagihan ‘Pajak
Pertambahan Nilai ?

Jadi dalam pembahasan masalah ini hanya berpatokan
pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 tahun




1983, Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang ketentuan

Unmum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No, 19 tahun

1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa dan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksana

an Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, serta Kepu-

tusan Menteri Keuangan RI, yang dipandang sangat erat hubu

ngannya dengan masalah penagihan pajak.

1.3

Tujuan Dan Kegunaan Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

1.4

a.

C.

Untuk mengetahui sejauhmana peranan hukum dida-
lam pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkat
kan pendapatan neéara.

Untuk menyajikan impormasi kepada Pengusaha Ke-
na Pajak (wajib pajak) dalam melaksanakan kewa-

 jiban sebagai wajib pajak.

Untuk melatih diri penulis dalam memecahkan dan

menganalisa suatu permasalahan.

Kegunaan Pembahasan

a.

b.

Sebagal bahan masukan bagi penelitian-peneliti-
an selanjudnya.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

studi pada Fakultas Hukum Univ "45", Jurusan Hu
kum Masyarakat dan Pembangunan.

Metode Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan me




tode "Normatif dan Sosiologis", namun untuk melengkapi pem
bahasan ini penulis  mengumpulkan data dengan cara pengum-
pulan data sebagail berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)
Mempelajari buku-buku ilmiah yang ada hubungannya
dengan pembahasan masalah ini, terutama buku-buku
dibidang perpajakan,

2. Penelitian Lapangan (Field research)

Mengadakan penelitian langsung pada lstansi Pemerin

tahan yang ada hubungannya dengan masalah perpajak-

an pada umumnya, dan Pajak Pertambahan Nilai pada
khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya cu-
kup jelas mengenai metode penelitian yang penulis perguna-
kan dalam rangka pembahasan masalah ini, baik mengenai sum
ber penelitian maupun cara pengumpulan data.

1.5 Sistimatika Pembahasan

Materi skripsi ini yang kajiannya masalah pelaksana
an penagihan pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang ber
orientasi pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1983, Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor
22 tahun 1985, serta Keputusan Menteri Keuangan R.I  yang
terdiri dari enam bab secara terperinci dapat dicatat se-

bagai berikut :
BAB 1, PENDAHULUAN




BAB 2.

BAB 3,

BAB 4.

BAB 5.

Bab ini dimaksudkan sebagai bab pengantar untuk
memasuki bab-bab berikutnya, bab pendahuluan ini
berisikan : Iatar Belakang Masalah, Batasan Ma=-
salah, Tujuan dan Kegunaan Pembahasan, Metode
pembahasan dan Sistimatika Pembahasan.

SUBYEK, OBYEK DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NIIAI,
Dalam bab ini akan dibahas beberapa pengertian
yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan . Nilai
yaitu : Subyek Pajak Pertambahan Nilai, - Obyek
Pajak Pertambahan Nilai dan Tarif Pajak Pertam-
bahan Nilai,

MACAM MACAM FAKTUR PAJAK DAN FUNGSINYA.

Dalam bab ini dibahas mengenai : Dasar Hukum Fak
tur Pajak, Macam Macam Faktur Pajak yang terdi-
ri dari PFaktur pajak biasa/Standar, Faktur pa-
Jak gabungan, Faktur pajak impor, dan Fungsi Fak
tur Pajak terhadap pajak masukan dan pajak ke=-
luaran. _

DASAR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Dalam bab ini dibahas mengenai dasar penagihan
pajak yaitu : Surat Ketetapan Pajak, Surat Kete
tapan Pajak Tambahan, Surat Tagihan Pajak, dan
Surat Paksa. )

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PE-
GIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NIILAI.



BAB 6.

Dalam bab ini dibahas mengenai faktor-faktor yang
mendorong dan menghambat pelaksanaan penagihan pa
jak Pertambahan Nilai yang terdiri dari dua  sub
bab yaitu : Faktor Pendorong dan Faktor Pengham-
bat.

PENUTUP.

Pada bab ini berisikan bagian penutup yang dida-

lamnya memuat : Kesimpulan dan Saran-saran dari

keseluruhan bab yang ada dalam skripsi ini,




BAB 2

SUBYEK, OBYEK DAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NIILAI
2.1 Subyek Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu kemajuan
yang telah dicapai pemerintah dibidang perpajakan, guna me
ningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan
yang sedang dilaksanakan,

Pengusaha sebagai subyek pajak dalam Undang Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984, Pengusaha adalah orang atau
badan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor bérang. meng-
ekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan
usaha jasa, menurut pasal 1 huruf k Undang Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984, Hal ini relevan dengan yang dike=-
mukakan oleh Prof, Dr, H, Rochmat Sumitro, S.H. (1986:78),
sebagai berikut : "Subyek pajak adalah orang, badan atau
kesatuan lainnya yang memenuhi syarat subyek yaitu , yanhg
bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia". 1/

Kemudian badan sebagai subyek pajak Pertambahan Ni-
lai terdiri dari ; perseroan terbatas, perseroan komandi-
ter, badazn:usaha milik negara dan daerah, dan dalam bentuk
apa pun persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya,
firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga
dan bentuk usaha tetap.

Oleh karena itu subyek Pajak Pertambahan Nilai ada=-

9




10

lah Pengusaha Kena Pajak yang dibatasi hanya pada orang
pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang melakukan ke-
glatan usaha seperti :

a. Menghasilkan Barang;

b, Mengimpor Barang;

¢c. Mengekspor Barang;

d, Melakukan Usaha Perdagangan;

e. Melakukan Usaha Jasa, dalam lingkungan perusahaan

atau pekerjaannya.

Dengan demikian maka penguaahé yang melakukan kegi=-
atan selain apa yang telah ditentukan di atas, tidak terma
suk Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak adalah peng
usaha yang telah dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984, tidak termasuk pengusaha ke=-
cil sebagaimana }ang telah dikemukakan pada Keputusan Men-
teri Keuangan RI No, 340/KMK.04/1984, tentang Batasan dan
Ukuran Pengusaha Kecil yang tidak dikenakan Pajak Pertam -
bahan Nilai 1984,

Bertolak dari pasal 3 ayat (1), (2) jucto pasal 4
ayat (1) huruf a dan d Undang Undang Pajak Pertambahan Ni-
lai 1984, maka Pengusaha. Kena Pajak dapat dikwalifikasikan
atas dua golongan yaitu :

1. Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk di-

kukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha
Kena Pajak Otomatis). Selanjudnya pada ketentuan =
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pasal 1 Peraturan Pemerintah No, 22 tahun 1985, te

lah menentukan Pengusaha Kena Pajak yang wajib me-

laporkan usahanya sebaggai berikut :

a. Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak,
seperti : Pabrikan dan termasuk pengusaha real
estate/Indusri estate.

b. Importir barang kena pajak dan Indentor barang
kena pajak.

c. Penyalur atau agen utama barang kena pajak.

d. Pemegang hak yaitu hak paten atau hak merek da=-
gang barang kena pajak,

e. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewah de-
ngan pabrikan atau importir barang kena pajak.

f. Pemborong/Kontraktor/Sub kontraktor yang melaku
kan usaha penyerahan jasa pembangunan, perbaik-
an atau barang tidak bergerak lainnya, baik un-
tuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pi-
hak lain.

Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi

Pengusaha Kena Pajak, terdiri dari :

a. Pedagang/Pengusaha (yang tidak termasuk pengusa
ha kena pajak), yang menjual barang kena pajak
kepada Pengusaha Kena Pajak maupun terhadap Peng
usaha Tidak Kena Pajak.

b. Eksportir yang melakukan kegiatan usaha di dae-
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rah pabean RI dalam lingkungan perusahaan/pekerja-
annya.

Dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pa=-
jak Pertambahan Nilai 1984, terdapat pula Pengusaha Kena
Pajak yang potensial untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ya
itu :

a. Pengusaha Jasa selain pemborong/kontraktor, sub kon
traktor, kecuali jasa yang dipergunakan untuk kepen
tingan umum yang tidak semata-mata mencari keuntung
an,

b. Pedagang besar, Agen atau penyalur dan pedagang
eceran besar seperti; Super Market,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan berda
sarkan pasal 1 ayat (1), (2) dan diperjelas pada pasal 2
ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah No., 28 tahun 1988, maka
diadakanlah perluasan wajib pajak Pertambahan Nilai atas
penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, yang di-
lakukan oleh pengusaha sampal pada tingkat pedagang besar
dan jasa pemborong atau kontraktor,

Karena itu tidak dikenal lagi adanya Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Untuk itu
Pengusaha Kena Pajak tersebut diharuskan melaporkan usaha=-
nya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, sesual

pendapat Gin Harjunanto, D.&ang menyatakan bahwa @
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"Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan
dan pengusaha yang potensial untuk menjadi Pengusa-
ha Kena Pajak, sejak diterbitkannya Peraturan Peme-
nwintah No, 28 tahun 1988, telah berubah menjadi Peng
usaha Kena Pajak. Jadi sekarang ini hanya terdapat

satu Pengusaha Kena Pajak". 2/

Berdasarkan pendapat Gin Harjunanto, D, maka Pera=-
turan Pemerintah No, 28 tahun 1988 pada dasarnya menyimpan
dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertam
bahan Nilai 1984,

Selanjudnya didasarkan pada jenis dan bidang wusaha
yang dilakukan serta modal yang digunakan, tekrdapat pula
pengusaha yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai, terdiri dari :

1. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf
1 Undang-Undang PPN 1984, dan ditetapkan pada Kepu
tusan Menteri Keuangan No, 967/KMK,04/1983, kemudi
an dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan No,
430/KMK.04/1984, tentang Batasan Dan Ukuran Peng-
usaha Kecil:Yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Ni-
lai.

2. Pengusahanyang melakukan kegiatan dibidang Pertani
an, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan,

3. Pengusaha yang bbergerak dibidang usaha pengawetan
makanan tradisional dengan cara sederhana,

4. Pengusaha yang bergerak dibidang usaha membungkus

dan pengepakan barang sebagal kegitan pelayanan le
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bih lanjud dari suatu penjualan barang yang dilaku

kan oleh pedagang besar,

Pengusaha yang menyediakan makanan dan minuman di-

restoran, rumah penginapan atau yang dilaksanakan

oleh rumah katering.

Pengusaha yang bergerak dibidang usaha jasa, seba=

gaimana ditetapkan pada pasal 1 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No, 28 tahun 1988 yang meliputi :

a.
b.
c.

d.

f.
g.

i.
Je
k.
1.

m,

Jasa
Jasa
Jasa

Jasa

pelayanan dan perawatan kesehatan,
pelayanan sosial,
pelayanan pos dan giro,

perbankan, asuransi, lembaga keuangan bu-

kan bank dan Financial leasing,

Jasa
Jasa

Jasa

dibidang keagamaan,
dibidang pendidikan,
dibidang kesenian yang tidak bersipat ko=

mersial,

Jasa
Jasa
Jasa
Jasa
Jasa

Jasa

penyiaran radio dan televisi,

angkutan laut dan angkutan darat,
angkutan udara luar negeri,

tenaga kerja dan penyedian tenaga kerja,
perhotelan dan rumah penginapan,

telepon umum coin-box, telegram, dan jasa

penyewaan transponder luar negeri,

Karena itu semua kegiatan penyerahan jasa yang dila
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kukan pengusaha didalam daerah pabean RI dikenakan  Pajak
Pertambahan Nilai, kecuali penyerahan jasa yang telah di -
tentukan, -

2.2 Obyek Pajak Pertambahan Nilai,

Di dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sebaik
nya ditentukan terlebih dahulu obyek yang dikenakan pajak,
agar didalam pengenaannya terhadap wajib pajak dapat membe
rikan kepastian hukum,.

Obyek pajak pada prinsipnya adalah segala sesuatu
dalam negara dapat dikenakan pajak asalkan berdasarkan de-
ngan peraturan perundang-undangan, Dengan demikian maka Ob
yek Pajak Pertambahan Nilai adalah semua penyerahan barang
dan jasa kena pajak yang diproduksi, diimpor, didistribusi
kan yang dilakukan didalam daerah pabean Republik Indonesia
dalam hubungannya dengan pekerjaan atau perusahaan - yang
bersangkutan, Hal ini telah dijelaskan oleh Prof, Dr, H,
Rochmat Sumitro, S.H. (1987:33), sebagai berikut
"Pada prinsipnya semua barang yang diproduksi, diim
por, diekspor, dan didistribusikan di Indonesia da=-
lam hubungan perusahaan atau pekerjaannya merupakan
obyek Pajak Pertambahan Nilai, Juga jasa-jasa yang
diberikan oleh pengusaha jasa, di Daerah pabean In=-
donesia dalam hubungan: atau pekerjaannya merupakan
obyek pajak". 3/

. Pengertian barang pada pasal L;:_mx-'u:t:':b 4 -Hihidagg-Uﬁ‘-:
dang-Pajak. Pertambahan Nilai 1984 &aitu-=-berwu3ud yang me
nurut sipatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak,

Sedangkan pengertian barang kena pajak adalah barang seba-
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gaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf b sebagai  hasil
proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan _pajak
berdasarkan Undang-Undang. (menurut pasal 1 huruf ¢ Undang
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984).

Kemudian pengertian menghasilkan pada pasal 1 huruf
m Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah meng-
olah melalui proses mengubah bentuk atau sipat suatu Dba-
rang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai
daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencam=-
pur, mengemas, membotolkan dan menambang atau menyuruh o=
rang atau badan lain melakukan kegiatan itu. Yang tidak
termasuk dalam pengertian menghasilkan ialah @

1). Menanam atau memetik hasil pertanian atau memeliha
ra hewan;

2). Menangkap atau memelihara ikan;

3). Mengerikan atau menggarami makanan;

4). Membungkus atau mengepak yang lasimnya terjadi da-
lam usaha perdagangan besar atau eceran;

5). Menyediakan makanan dan minuman direstoran, rumah
penginapan, atau yang dilaksanakan oleh usaha kate
ring;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengusaha
yang tidak melakukan kegiatan seperti tidak mengubah ben-
tuk barang dari aslinya merupakan barang tidak kena pajak,

yang meliputi barang hasil pertanian, hasil perkebunan, ha




17

8il peternakan dan perikanan yang belum mengalami - proses
pabrikasi.

Pada pasal 1 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984, yang dimaksud dengan jasa adalah semua kegiat-
an usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikat
an atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fa-
silitas, atau hak tersedia untuk dipakai, Sedangkan penger
tian jasa kena pajak adalah jasa sebagaimana yang dimaksud
pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang
ini, (menurut pasal.1 huruf f Undang-Undang PPN 1984, ),

Pengaturan mengenai ketentuan obyek Pajak Pertambah
an Nilai, dapat dilihat pada ketentuan pasal 4 ayat (1) Un
dang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Dan ketentuan me
ngenai obyek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di atur pa-
da pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPN 1984, Oleh hal ini
obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan barang ke-
na pajak, jasa kena pajak, Pajak Penjualan Atas Barang me-
wah, lmpor Barang Kena Pajak dan Impor Barang Mewah,

1. Penyerahan barang kena pajak.

Penyerahan barang kena pajak sebagaimana yang dimak
sud pada pasal 1 huruf d angka 1 Undang-Undang Pajak . Per-
tambahan Nilai 1984, terdiri dari :

a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu
perjanjian;

b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu per

-
<.
a7
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janjian sewa beli dan perjanjian leasing;

c. Pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak;

d. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang peran
tara atau melalui Jjuru lelang;

e, Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;

f. Persedian barang kena pajak yang masih tersisa. pa=-
da saat pembubaran perusahaan;

Penyerahan barang sebagaimana yang dimaksuk di atas
merupakan penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh,
Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean RI dalam ling-
kungan perusahaan atau pekerjaannya, terhadap pihak mana
pun, juga akan terhutang Pajak Pertambahan Nilai,

Sedangkan penyerahan barang kena pajak yang dilaku-
kan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan
dan Pengusaha Kena Pajak potensial hanya dapat dikehakan
Pajak Pertambahan Nilai, apabila memerlukan penyerahan ba-
rang terhadap Pengusaha Kena Pajak. (pasal 4 ayat (1) hu-
ruf b dan ayat (2) huruf a Undang-Undang PPN 1984, jucto
pasal 9 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No, 22 tahun
1985).

Akan tetapi dengan adanya perluasan wajib Pajak Per
tambahan Nilai, maka setiap penyerahan barang kena Pajak
yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang memilih un-
tuk-dikukuhkan, maupun Pengusaha Kena Pajak yang potensin=-
sial, terhadap Pengusaha Tidak Kena Pajak manapun tetap
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terhutang Pajak Pertambahan Nilai, terkecuali penyerahan
barang yang dilakukan pedagang pengecer, (pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No, 28 tahun 1988),

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Penyerahan jasa kena pajak pada pasal 1 huruf g Un-
dang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah kegiatan
melaksanakan pemberian jJasa kena pajak yang dilakukan da-
lam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk jasa
kena pajak yang dilakukan untuk kepentingan sendiri,

Hal ini mengandung pengertian bahwa penyerahan jasa
yang dilakukan dapat terhutang apabila memenuhi syarat se-
bagal berikut @

a. Penyerahan jasa adalah jasa kena pajak;

b. Penyerahan jasa dilakukan di dalam wilayah pabean
Republik Indonesia;

c. Yang melakukan penyerahan jasa adalah Pengusaha Ke
na Pajak;

Dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984, diatur Jenis jasa yang dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai., Ketentuan ini dijabarkan dalam pa
gal 8 Peraturan Pemerintah No, 22 tahun 1985, yaitu Jenis
jasa kena pajak yang dilakukan oleh pemborong dan kontrak-
tor. Dan juga pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28
tahun 1988 telah mengatur perluasan jenis jasa yang dikena
kan pajak.



20

Segala macam penyerahan jasa yang dilakukan ®leh
Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia dike-
nakan Pajak Pertambahan Nilai, terkecuali 13 jenis jasa yang
telah ditentukan tidak kena pajak.

3. Impor Barang Kena Pajak.

Impor barang kena pajak adalah semua kegiatan mema-
sukan barang ke dalam daerah pabean, menurut pasal 1 huruf
h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Kegiatan me-
masukan barang darl pelabuhan bebas atau bonded area ke da
lam daerah pabean termasuk juga dalam pengertian Impor, hal
ini dapat dilihat pada penjelasan pasal 1 huruf h Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984,

Karena itu, setiap orang/badan atau siapapun yang
melakukan kegiatan memasukan barang kena pajak ke .dalam
daerah pabean tampah memperhatikan, apakah penyerahan ba-
rang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan,
atau tidak tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Hal
ini relevan yang dikemukakan oleh, M, Djafar Saidi, S,H.
(1987:94), yaitu :

"Selanjudnya dalam hal Impor, maka siapapun yang me

ngimpor atau memasukan barang kena pajak ke dalam

Daerah Pabean tampah memperhatikan apakah dilakukan

dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau

tidak tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, se-
dang pemungutannya berada dalam wewenang Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai". 4/

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pe-

mungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Impor barang ke-

-
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na pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean diberikan
wewenang untuk memungutnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.,

4, Penyerahan Barang Mewah.

Obyek Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang
mewah adalah penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak, terhadap siapapun yang dilakukan di-
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. di dalam daerah
pabean Republik Indonesia.

Pada ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Un=-
dang Pajak Pertambahan Nilai 1984 disebutkan bahwa : " Di-
samping pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pa
sal 4, juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
terhadap penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh peng-
usaha yang menghasilkan atau produsen barang mewah di dae-
rah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Dengan demikian, mengandung pengertian bahwa penye-
rahan barang mewah yang dilakukan oleh P:ngusaha Kena Pa-
jak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai disamping dikenakan Juga ~Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Dengan demikian maka penyerah
an barang mewah dua kali dikenakan pajak, yaitu pada saat
penyerahan dan pada saat penjualan, akan tetapi pengenaan
pajak tersebut hanya sekali yaitu pada tingkat pabrikan,
Hal ini telah dikemukakan oleh, M, Djafar Saidi, S.H, (19-
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87:95), sebagai berikut :

"Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan disam-

ping Pajak Pertambahan Nilai, artinya penyerahan ba

rang mewah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan se

bagai ‘tambahannya juga dikenakan Pajak Penjualan A-

tas Barang Mewah., Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

melainkan hanya penyerahan yang dilakukan oleh pab-

rikan atau produksen Barang Mewah", 5/

Sehubungan hal tersebut di atas, pengenaan = Pajak
Pertambahan Nilai atas barang mewah hanya dikenakan oleh
pabrikan atau produsen barang mewah., Dalam hal ini penye-
rahan barang mewah yang dilakukan oleh siapa pun, selain
pabrikan atau produsen barang mewah, tidak dikenakan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah,

5. Impor Barang Mewah.

Pengertian Impor sebagaimana pada ketentuan pasal 1
huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah
semua kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean In-
donesia. Sedangkan pengertian barang mewah sebagaimana yang
dijelaskan oleh, M, Djafar Saidi, S.H, (1987:97), sebagai
berikut :

"Barang mewah adalah barang yang diproduksi didalam

negeri atau yang di Impor, dimana pengunaan atau pe

makaiannya merupakan kemewahan yang dinikmati tidak
oleh dan/atau secara umum yang dikenakan pajak". 6/

Sehubungan hal tersebut di atas, Impor barang mewah
adalah semua kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pa=-
bean Republik Indonesia, yang mana kegunaan barang tersebut
hanya untuk kemewahan., Dan pemakaian barang tersebut hanya

untuk kemewahan dan tidak dinikmati secara umum oleh masya

| e o] R R
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rakat.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertam
bahan Nilai 1984, tersirat bahwa siapapun yang mengimpor
barang mewah tampah memperhatikan, apakah impor tersebut
dilakukan terus menerus atau hanya sekali saja tetap dike-
nakan pajak. Karena itu setiap impor barang mewah yang di-
lakukan di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak, yaitu
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Me
wah,

Sehubungan hal tersebut di atas, Pengusaha Tidak Ke
na Pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 huruf 1 ya
itu Pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya tidak menca
pai ketentuan pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Ke-
uangan No, 430/KMK.04/1984, apabila melakukan kegiatan im-
por barang mewah statusnya dapat berubah menjadi Pengusaha
Kena Pajak, yaitu pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambah
an Nilai dan Pajak Penjualan Atasa Barang Mewah, Hal . ini
relevan dengan pendapat yang dikemukan oleh, M, Djafar Sai
di, S,H, (1987:96), sebagai berikut :

"Dalam hal Pengusaha kecil sebagai Pengusaha - yang

tidak dikenakan pajak menurut Undang-undang ini (1i

hat pasal 1 huruf 1l UU Pajak Pertambahan ‘Nilai

1984 ), yang batasan dan ukurannya tidak mencapai ke

tentuan dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Ke -

uangan No, 430/KMK,04/1984, yang melakukan Impor Ba
rang Mewah berubah kedudukannya tidak lagi sebagai

Pengusaha kecil tetapi melainkan menjadi Pengusaha

Kena Pajak oleh karena dikenakan pajak baik Pajak

Pertambahan Nilai juga Pajak Penjualan Atas Barang
hw n .
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Selanjudnya, M, Djafar Saidi, S.H, (1987:96-97) bah
wa dalam hal ini terjadi suatu kejanggalan dimana ketentu-
an pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambah-
an Nilai 1984, tidak sesuail dengan ketentuan pasal 1 huruf
1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Karena keten
tuan tersebut telah mengatur tentang keberadaan Pengusaha
kecil sebagai pengusaha tidak kena pajak dengan batasan
dan ukurannya tidak mencapai batas dan ukuran yang telah
ditetapkan dalam ketentuan pasal ] ayat (1) huruf a Kepu =~
tusan Menteri Keuangan No, 430/KMK,04/1984, Sedangkan pada
ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPN 1984,
dapat dikenakan pajak terhadap siapapun termasuk Pengusaha
kecil yang melakukan Impor barang mewah, berdasarkan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, 8/

2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai,

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat da
lam pembiayaan negara didalam pembangunan nasional, serta
untuk meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak agar
lebih sesuail dengan asas keadilan, dipandang perlu untuk
menentukan tarif pajak atas pengenaan pajak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Jika ditelusuri
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, ternyata terda
pat dua macam tarif pajak sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai;
2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
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Dan ketentuan pelaksanaannya dapat dijumpai pada Peraturan
Pemerintah No, 22 tahun 1985, dan Keputusan Menteri Keuang
an No, 591/KMK,04/1986, Kemudian dirubah dengan Peraturan
Pemerintah No, 29 tahun 1988 dengan ketentuan pelaksanaan-
nya Keputusan Menteri Keuangan No, 1335/KMK.04/1988,

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai,

Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat
pada ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang
PPN 1984, dan ketentuan pelaksanaannya pada Peraturan Peme
rintah No, 22 tahun 1985, terdiri dari :

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh
persen),

b. Atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif 0%
(nol persen).

c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaima
na ditentukan dalam ayat (1) dapat dirubah menjadi
serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-
tingginya 15% (1ima belas persen).

Dengan demikian maka besarnya tarif pajak yang ber-
laku secara umum di dalam Daerah pabean sebesar 10% (sepu-
luh persen). dan ekspor barang dikenakan pajak 0% (nol per
sen),"Akan tetapi dengan Peraturan Pemerintah tidak menutup
kemungkinan bahwa besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana yang dimaksud di .atas, akan mengalami perubah-

an dengan ketentuan serendah-rendahnya 5% (lima persen)dan

-
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setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas komsumsi da-
lam negeri. Hal tersebut dapat dijumpai pada penjelasan
umum Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, sebagali
berikut : "Dengan mengingat sistimnya, Undang-undang dapat
disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa van Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk memperli-
hatkan bahwa dua macam pajak yang diatur di sini merupakan
satu kesatuan sebagai pajak atas komsumsi dalam negeri".
Oleh hal ini maka tepatlah jika ekspor barang 'kena " pajak
dikenakan -tarif 0% (nol persen).

2. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan ketentuan
pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No, 22 ta-
hun 1985, terdiri dari :

a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah 10%
(sepuluh persen), dan 20¥ (dua puluh persen).

b. Atas ekspor barang mewah dikenakan pajak dengan ta
rif 0% (nol persen).

c. Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak sebagaima=-
na ditentukan pada ayat (1) dapat diubah menjadi
setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tarif Pajak
Penjualan Barang'Mewah terbagi atas dua macam, yaitu 10 %

- s ; . : ' r
. ¥ 6o % = - 3w
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(sepulu persen) dan 20% (dua puluh persen). Dan dengan per
timbangan perkembengan ekonomi dan peningkatan pembangunan
maka pemerintah mempunyai wewenang untuk mengubah tarif pa
jak pajak setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen),
Oleh hal ini mengenai kelompok barang mewah yang di
kenakan tarif 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh per-
sen), telah di atur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah
No, 22 tahun 1985. Akan tetepi dengan dikeluarkannya Pera-
turan Pemerintah No. 29 tahun 1988 tentang Perubahan Atas
Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985 tentang Pe
laksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, maka
ketentuan mengenai kelompok barang mewah sebagaimana diatur
di atas mengalami perubahan berdasarkan pasal 1 ayat (1) ,
(2) dan (3) Peraturan Pemerintah No, 29 tahun 1988, terdi-
ri dari :
1. Kelompok barang mewah yang terkena tarif 10» (sepu
luh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai
berikut :
a. minuman yang tidak mengandung alkohol, yang di=-
botolkan;
b. kendaraan bermotor beroda dua baik menggunakan
kereta pasangan sisi atau tidak dengan - tenaga
mesin yang isi cylindernya melebihi 200 cc, ke-

cuali untuk keperluan negara;
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¢. kendaraan bermotor jenis combi dan minibus;

d. pesawat penerimah siaran radio, pesawat rekam,
dan reproduksi suara beserta perlengkapannya;

e. alat mewah dengan listrik, baterai dan gas un-
tuk rumah tangga;

f. wangi-wangian, produk kecantikan untuk memeliha
ra kulit, tangan, kaki dan rambut, serta pre~
prat rias lainnya;

Kelompok barang mewah yang terkena tarif 20% (dua

puluh persen) sebagaimana yang dimaksud dalam pa-

sal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertamabahan Ni
lai 1984, adalah :

a. minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali
yang sudah termasuk dalam ayat (1);

b. kendaraan bermotor jenis Jjeep yang tidak doubel
gardan;

c. alat fotographi, pesawat rekam dan reproduksi
suara beserta perlengkapannya, kecuali yang su-
dah termasuk dalam ayat (1);

d. alat mewah dengan tenaga listrik, baterai dan
gas untuk rumah tangga dan hiburan, kecuali yang
sudah termasuk dalam ayat (1);

e. alat keperluan untuk olah raga tertentu dan un-
tuk permainan ;

f. barang saniter dan perlengkapannya;
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g. permadani yang dibuat dari jenis barang terten
tu;

3. Kecuali yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (3)
dikenakan pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan
tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) atau kelom-
pok barang mewah :

a. minuman yang mengandung alkohol;

b. kendaraan bermotor Jjenis sedan, jeep dengan do-
bel gardam, mobil balap, station wagon dan van,
kecuali van untuk angkutan barang;

c. kapal, bahtera dan kendaraan air tertentu kecua
1i untuk keperluan negara atau angkutan umum;

d. pesawat udara, kecuali yang digunakan untuk ke-
perluan negara atau angkutan umum;

e, senjata api, senjata angin dan gas beserta per-
alatannya, kecuali untuk keperluan negara;

f. perlengkapan untuk permainan dalam ruangan, di-
atas meja dan dalam taman hiburan untuk orang
dewasa dan kanak-kanak;

g. bararg-barang yang sebagian atau seluruhnya ter
buat dari kristal, batu pualam dan/atau onnyx;

h., pesawat pengirim, pengirim penerimah, kecuali
yang digunakan untuk keperluan negara;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ada-

nya perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah merupa=
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kan realisasi dari ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah
No. 29 tahun 1988, menetapkan bahwa : "Macam dan jenis ba=-
rang yang termasuk dalam kelompok yang dimaksud pada ayat
(1), (2) dan (3) ditetapkan oleh menteri keuangan", Pada
ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Menteri Ke~
uangan diberi wewenang untuk mengatur macam dan jenis Dba-
rang mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Me-
wah,

Sebagal realisasi ketentuan tersebut dikeluarkanlah
Keputusan Menteri Keuangan No, 266/KMK,04/1988, tentang Ma
cam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang dikenakan Pajak Pen-~
jualan Atas Barang Mewah, Kemudian dirubah dengan keputus-
an Menteri Keuangan No, 1335/KMK,L04/1988, téntang - Macam
Dan Jenis Barang Kena .Pajak Yang Dikenakan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1),(2)
dan (3) Keputusan Menteri Keuangan No, 1335/KMK,04/1988,
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MACAM MACAM FAKTUR PAJAK DAN FUNGSINYA
e Dasar Hukum Faktur Pajak.

Pengertian faktur pajak menurut pasal 1 huruf t Un-
dang-Undang PPN 1984, adalah bukti pemungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai pada saat penyerahén barang kena pajak atau
Jasa kene pajak atau pada saat impor barang kena pajak.

Faktur pajak merupakan suatu bukti pemungutan dan
pembayarah Pajak Pertambahan Nilai, apabila terjadi penye-
rahan barang kena pajak, jasa kena pajak dan impor barang
kena pajak, Oleh hal ini pembuatan faktur pajak merupakan
suatu kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak dan @ Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan kegiatan penyerahan
barang kena pajak, jasa kena pajak atau impor barang kena
pajak.

Pembuatan faktur pajak merupakan bukti yang menjadi
sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan pa-
jak Pertambahan Nilai., Untuk memperoleh gambaran yang jelas
mengenai hal di atas, Drs. Saaduddin Ibrahim dan Pranoto,
K, (1984:94-95), mengemukakan sebagai berikut :

"Undang-undang mewajibkan kepada semua Pengusaha Ke

na Pajak untuk membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak

tersebut dibuat pada saat penyerahan barang atau ja
sa kena pajak. Kengunaan Faktur Pajak adalah sebagai

bukti dan masukan dalam perhitungan Pajak Pertambah
an Nilai melalui mekanisme perimbangan pajak masuk=-

32
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an dan pajak keluaran", 1/

Dan dalam hal ini relevan pula dengan pendapat ter-
sebut, yang dikemukakan oleh, Drs, Munawir, S. sebagai be-
rikut :

"Seorang pengusaha menjual barang yang dibuatnya a=-

tau yang diperdagangkannya atau menyerahkan jasa ke

pada pembelil atau penerimah jasa, mereka memungut

pajak dengan menambahkannya pada harga jual yang di

mintahnya dari pembelian dan mencamtumkan dalam Fak

tur Pajak". 2/

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap
penyerahan kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena
Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diwajibkan un
tuk membuat faktur pajak yang digunakan sebagal alat bukti
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Oleh hal ini maka . da=- -
sar hukum yang mengatur mengenai ketentuan tentang faktur
pajak dapat dilihat, pada peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, seperti :

1. Pasal 13 jucto pasal 14 Undang-Undang Pajak Pertam
bahan Nilai 1984,

2. Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 1983, kemudian
dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No
22 tahun 1985, tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984, yang diatur pada ke-
tentutan pasal 22, 23, dan pasal 24 Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984,

3. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (7)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, membe
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rikan wewenang langsung kepada Menteri Keuangan da

lam hal bentuk, ukuran, pengadaan serta tata cara

penyampailan faktur pajak untuk mengaturnya, sehi-
ngga dikeluarkanlah beberapa Keputusan Menteri Ke-
uangan tentang faktur pajak yaitu @

a. Pasal 6 ayat (1), (2) Keputusan Menteri Keuang-
an Republik Indonesia No. 971/KMK.04/1983, ten-
tang data Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pela-
poran Pajak Pertambahan Nilai 1984 Atas Impor
barang kena pajak.

b. Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan Repub-
1ik Indonesia No, 972/KMK.04/1983, tentang Ke-
terangan dan Dokumen yang harus dicamtumkan dan
dilampirkan dalam surat pemberitahuan masa Pa-
jak Pertambahan Nilai 1984.

¢, Pasal 1 sampai pasal 4, Keputusan Menteri . Ke-
uangan RI No, 432/KMK.04/1984, tentang Bentuk,
Ukuran, Pengadaan lan lata Cara Penyampaian Pak
tur Pajak,

d. Keputusan Menteri Keuangan RI, No, 218/KMK,04/
1986, dan dicabut dengan Keputusan Menteri Ke -
uangan RI. No., 1117/KMK.04/1988, tentang bentuk
Ukuran, Pengadaan Dan Tata Cara Penyampaian Fak

tur Pajak.

Macam Macam Faktur Pajak.
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Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat fak=-
tur pajak jika terjadi penyerahan barang kena pajak, yang
dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean.
Namun apabila terjadi pembanyaran sebelum penyerahan ba=
rang atau jasa kena pajak , maka faktur pajak dibuat pada
saat pembayaran sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Un
dang-undang PPN 1984 yaitu, apabila pembayaran =~ diterimah
sebelum penyerahan barang kena pajak atau jJasa kena pajak,
faktur pajak dibuat pada saat pembayaran,

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 mengatur
keberadaan pengkreditan pajak masukan dan pajak ... keluaran
yang terjadi pada masa pajak yang sama, Hal ini dapat dili
hat pada buku penuntung Pajak Pertambahan Nilai, (1984:51)
sebagal berikut :

"Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya NFak=-

tur pajak. Pajak masukan yang telah dibayar pada sa

at. perolehan dapat~dikreditkan’dengan pajak keluar=-
an yang dipungut pada waktu penyerahan, ngkredit-

an pajak masukan dengan pajak keluaran tersebut di-

lakukan pada masa pajak yang sama, yaitu selisi jum

lah pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat

dikreditkan selama sebulan takwin". 3/

Sehubungan hal di atas secara umum Pengusaha Kena
Pajak diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti dalam
perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan jalan perimbang
an pajak masukan dan pajak keluaran, Demikian pula halnya
Direktorat Jenderal Bea dan vukai diwajibkan membuat fak-

tur pajak pada saat melakukan pemungutan pajak terhadap Im
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por barang kena pajak di dalam daerah pabean RI.
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tidak
mengatur secara terperinci tentang macam=-macam faktur pa=-
Jak. Tetapi jika ditelusuri apa yang dimaksud pada ketentu
an pasal 13 ayat (1), (3) dan (5) Undang-Undang Pajak Per-
tambahan Nilai 1984, dan peraturan pelaksanaannya dapat di
jumpai beberapa faktur pajak, sebagai berikut :
a. Faktur Pajak Biasa/Standar;
b. Faktur Pajak Gabungan;
c. Paktur Pajak Impor;

a. Faktur Pajak Biasa/standar.

Yang dimaksud dengan faktur pajak biasa/standar ada
lah : Suatu faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena ' Pajak
sebagal bukti dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai,
yang berisikan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan
atau penerimaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada
pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984,

Dalam hal ini faktur pajak biasa/standar, lasimnya
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat :

1. Penyeraha barang kena pajak.

2. Penyerahan jasa kena pajak.

3. Penerimaan pembayaran atas penyerahan barang . kena
pajak atau penyerahan Jasa kena pajak,

Syarat-syarat pembuatan faktur pajak biasa/standar




37

berdasarkan dengan ketentuan pasal 13 ayat (1), (2), . .dan

(6) serta ayat (7) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984, sebagail berikut :

1.

2.

3.

4.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur
pajak pada saat penyerahan barang kena pajak,
Apabila pembayaran diterimah sebelum penyerahan ba
rang kena pajak atau jasa kena pajak, maka . faktur
pajak dibuat pada saat pembayaran.

Dalam faktur pajak harus dicamtumkan catatan ten-

tang penyerahan yang dikenakan pajak menurut =~ Un=-_:

dang-Undang. PPN 1984 yang meliputi :

a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Peng -
usaha yang menyerahkan barang kena pajak atau
Jjasa kena pajak.

b, Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembe-
1i barang kena pajak atau penerimah jasa . kena
pajak,

¢. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, dan jumlah-
harga jual atau pengantian,

d, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut

f., Tanggal penyerahan,

Bentuk, Ukuran, Pengadaan, serta Tata Cara Penyam-

paian Faktur Pajak, diatur lebih lanjud oleh Mente

ri Keuangan.
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan

bahwa, syarat-syarat pembuatan faktur pajak biasa/standar,
akan meliputi hal-<hal sebagai berikut :

1. Faktur pajgk harus dibuat saat pembayaran.

2. Faktur pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak,

3. Faktur pajak harus memuat :

a,

Ce.

d.
e,
f.
h,
i.
Je
k.

1.

Nama, Alamat dan nomor Pokok Wajib Pajak pengusa-
ha yang menyerahkan Barang kena pajak atau jasa
kena pajak.

Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli
barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
Macam atau jenis kena pajak, kwantum, harga satu-
an dan jumlah harga jual atau pengantian/uang mu-
ka.

Nomor urut Faktur pajak/Nomor seri.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

Pajak Penjualan Atas parang Mewah yang dipungut.
Dasar pengenaan pajak,

rTempat dan tanggal pembuatan.

S.K. Pengukuhan, Nomor dan Tanggal.

Laftar pengenaan besarnya tarif untuk barang mewah

Tanda tangan dan nama lengkap Pengusaha Kena Pajak

Syarat-syarat pembuatan faktur pajak di atas, dengan

mencamtumkan macam dan jenis barang dan Jjasa kena pajak di

maksud agar dengan mudah dapat membedakan antara barang ke *
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na Pajak dan bukan barang kena pajak dan kuantum diperlukan
untuk mempermudah perhitungan dasar pengenaan pajak, seita
daftar besarhya pengenaan tarif barang mewah,

Dengan ketentuan .pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Pa
jaklertambahan Nilai 1984, menetapkan bahwa bentuk, Ukure
an, Pengadaan serta Tata Cara Penyampaian faktur pajak di-
atur lebih lanjud oleh Menteri Keuangan., Sebagai realisasi
ketentuan tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Keputusan
Menteri Keuangan No. 1117/KMK,04/1988 tentang Bentuk, Ukur
an, Pengadaan Uan Tata Cara Penyampaian raktur Pajak., Dan
sekaligus menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 432/
KMK.04/1984, jucto Keputusan Menteri Keuangan No, 281/KMK,
04/1986.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bentuk
faktur pajak adalah, dibuat standar dengan ukuran . kuarto
dan tentang pengadaan formulir faktur pajak dilakukan sen-
diri oleh Pengusaha Kena Pajak, (menurut ketentuan : pasal
1 ayat (1) dan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 1117
/KMK, 04/1988.

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
No., 1117/KMK,04/1988, bahwa satu perangkat faktur pajak di
buat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu :

-lembar ke-1 berwarna putih untuk pembeli barang kena
pajak/Penerima jasa kena pajak sebagai bukti pajak

masukan,
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~lembar ke-2 berwarna merah mudah untuk Pengusaha Kena
Pajak yang menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pa=
Jak keluaran,
0léh hal ini_tidak manutup’ kemungkinan bahwa . satu
porangkat faktur pajakR 1ébih dari 2 (dua) lembar sebagaima-
na dimaksud pada petunjuk pengisian faktur pajak (KP,PPN.24
-89). pada ketentuan umum yaitu,: "Apabila dikehendaki, fak
tur pajak dapat dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap dengan ke
tentuan agar lembar ke-3 dan seharusnya dicetak dengan war-
na kuning mudah.
b. Faktur Pajak Gabungan.
Yang dimakswd dengan faktur pajak gabungan adalah :
Suatu faktur sebagai bukti dan masukan dalam perhitungan,
Pajak Pertambahan Nilai yang berisikan semua penyerahan ba
rang kena pajak atau Jasa kena pajak kepada pembeli barang
kena pajak atau penerimah jasa kena pajak yang dilakukan
dalam satu masa pajak.
Dasar hukum seétiap Pengusaha Kena Pajak untuk mem
buat suatu faktur pajak gabungan dijumpai dalam pasal . 13
ayat (3) Undang-Undang PPN 1984, yang menetapkan bahwa *
"Menyimpan dari ayat (1) dan (2), Pengusaha Kena Pajak da=
pat di izinkan oleh Virekturat Jenderal Pajak untuk membu-
at faktur pajak meliputi seluruh penyerahan, yang dilaku~
kan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa ke

na pajak yang selama sebulan takwin setelah akhir ' bulan-
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takwin yang bersangkutan,

Prosedur pembuatan faktur pajak gabungan yang dilaku
kan oleh Pengusaha Kena Pajak, dilakukan dengan cara menga-
Jukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 23 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985, yang menetapkan se-
bagai berikut : "Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan per-
mohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mem
buat satu faktur pajak gabungan yang meliputi semua penyera
han barang kena pajak atau Jjasa kena pajak dari pembeli a-
tau penerima Jasa yang sama dilakukan dalam satu masa pa=.
Jak",

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentu
an pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No, 22 tahun 1985
tidak relevan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
No, SE-38/PJ.5/1989, dimana pada ketentuan tersebut menyata
kan : “Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan faktur pajak
gabungan tampah diperlukan izin lagi dari @ireturat .Jende-
ral Pajak cg, Kantor Pelayanan Pajak, asalkan pembuatannya -
memenuhi ketentuan dalam keputusan tersebut,

Oteh Hal ini syarat-syarat pembuatan suatu faktur pa
Jak gabungan dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan ter-
sebut di atas :

a. Pengusaha Kena Pajak yang ingin membuat faktur pa-

Jak gabungan tidak perlu lagi mengajukan permohonan
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kepada Direktorat Jenderal Pajak asalkan memenuhi
ketentuan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pa
jak No, SE-38/PJ,5/1989,

b. Faktur pajak gabungan berisikan semua penyerahan
barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam satu
masa pajak.

¢. Harus dibuat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah akhir masa pajak.

d, Pembuatan faktur pajak tidak mempengaruhi saat pem
bayaran.

Dengan adanya syarat-syarat dan tata cara pembuatan
faktur pajak gabungan menurut, Drs, Saaduddin Ibrahim dan
Pranoto, K. (1984:95):telah’ mengemukakan bahwa hal tersebut
di atas dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi
pengusaha. 4/
c¢. Faktur Pajak Impor,

Yang dimaksud dengan faktur pajak impor adalah : Su
atu bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai pada saat dimasukan Impor baramg kena pajak keda
lam daerah pabean, menurut pasal 13 ayat (5) Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada pasal
22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1985 telah
menetapkan bahwa : Tata cara pemungutan, pembuatan faktur

pajak serta penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Ni-
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lai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan,

Hal ini mengandung pengertian bahwa bendaharawan Baa
dan Cukai didalam membuat faktur pajak impor rangkap 4 (em=-
pat) sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 ayat (1), dan
(2) Keputusan Menteri Keuangan No, 971/KMK,04/1983, tentang
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertam
bahan Nilai 1984 Atas Impor Barang Kena Pajak, sebagal be-
rikut :

-Lembar ke-1 berwarna putih untuk Importir.

-lembar ke-2 berwarna merah mudah Importir (untuk di -
sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika dimin
ta aeiagai surat lampiran pemberitahuan masa).

~Lembar ke-3 berwarna kuning mudah untuk disampaikan
kepada Direktorat Jenderal pajak.

-lembar ke-4 berwarna hijau mudah Arsip Direktorat Jen
deral Bea dan Cukai.

Mengenai bentuk faktur pajak impor adalah sama © de=-
ngan ukuran dan bentuk faktur pajak biasa, dan hanya terda-
pat perbedaan pada redaksi dan blangko fakturnya. -. Pada
blangko faktur pajak impor yang dibuat oleh Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai telah dicamtumkan dengan Jalas seperti:

-Nama, Alamat dan Nomor Pokok Kantor Bea dan Cukmi -
yang memungut; -

-Nama, Alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Impor
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tir;
~Macam, Jenis, Kwantun, harga satuan dan Jumlah mulai
lapor;

Oleh hal ini dianngap perlu untuk menentukan tempat
rajak terhitung atau Impor barang kena pajak untuk menetap
kan kompetensi Kantor Wilayah Direktorat Janderal Bea dan
Cukai dalam menungut pajak, dan ditempatkan pada tempat do
kumen barang untuk dipakai. Selanjudnya diselesaikan ma-
sing-masing Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Sehubungan dengan beberapa uralan tersebut, tentang
macam-macam faktur pajak, maka setiap Pengusaha Kena Pajak
dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penyera
han barang kena pajak, jasa kena pajak dan Impor barang ke
na pajak merupakan suatu’ kewajiban utama untuk’' membuat fak
tur pajak, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perun-
dang-undangan.

Qerkaitan dengan ketentuan perundang-undangan sebe-
narnya masih kurang tepat, karena hal tersebut di atas
agaknya masih dapat dimungkingkan timbul manipulasi pajak,
penyeludupan pajak, seperti halnya tanggung jawab dalam
perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, karena
faktur pajak itu dibuat sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak
yang merupakan bukti pemungutan pajak yang sah, yang menja
di sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertam

bahan Nilai,
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Dengan demikian justru diadakannya Undang-Undang Pa

jak Pertambahan Nilai 1984 dan peraturan perundang-undang-
an lainnya tidak lain adalah untuk menciptakan adanya ke-
adilan berkenaan dengan kenyataan pajak, yang mana azas ke
adilan merupakan tolok ukur'yang sangat penting dan harus
dipertahankan baik dalam undang-undang perpajakan maupun
peraturan-peraturan pelaksanaanpya dalam pemenuhan kewajib
an pajak.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, relevan
dengan pendapat, H, Moh, Zain, dan Kustandi Arintak, (1984
:3) mengemukakan sebagai berikut : -

"1.1 Penyempurnaan undang-undang perpajakan dan per
aturan pelaksanaannya untuk menciptakan suatu
sistim perpajakan yang mengandung asas-asas ke
dilan, sederhana di dalam cara pemungutannya
serta mengandung unsur-unsur pendorong bagi ke
glatan usaha produktif", 5/

Syarat lain yang penting diperhatikan dalam membuat
faktur pajak harus dilakukan dalam satu masa pajak. Sedang
kan yang dimaksud dengan pengertian masa pajak adalah jang
ka waktu yang lamanya satu bulan takwin, kecuali ditentu-
kan lain oleh menteri keuangan,

Selain faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berda~-
sarkan penelitian penulis, bahwa didalam praktek masih di-
jumpai satu ketentuan faktur pajak yaitu faktur pajak se-
derhana, Di dalam buku penuntun Pajak Pertambahan Nilai 19

84, (1984:25) memberikan pengertian tentang faktur pajak-
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sederhana sebagal berikut :

"Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak

langsung kepada konsumen dalam jumlah kecil-kecilan

seperti roti(bakkerij), dapat mengajukan permohonan
kepada Inspeksi pajak setempat untuk dapat mengguna
kan faktur pajak sederhana., Faktur Pajak Sederhana

E7rsebut tidak boleh dipakai sebagai pajak masukan®.

Dalam hal ini relevan pula dengan yang dikemukakan
oleh Drs., S, Munawir, (1985 : 263) sebagai berikut :

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena

Pajak langsung kepada komsumen dalam jumlah kecil=-

kecil, seperti roti, dapat mengajuhkan permohonan

kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat untuk dapat
menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang bentukn{a
seperti Fakftur Penjualan Biasa, ndmun tidak boleh

dipakal sebagai pajak masukan", 7/

Selanjudnya dikemukakan pula oleh, Prof, Dr, H, Ro-
chmat Sumitro, S.H. (1987:42) sebagai berikut : "Pengusaha
Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak dapat membuat
faktur pajak sederhana. Faktur pajak sederhana ini . tidak
dapat dikreditkan". 8/ Oleh hal ini maka pengertian faktur
pajak sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Paktur pajak sederhana dibuat oleh Psngusaha Kena
Pajak dalam rangka menyerahkan barang kena pajak
secara kecil-kecilan kepada konsumen,

b. Pembuatan Faktur pajak sederhana harus memperoleh
isin dari direktorat Jenderal Pajak.

c¢. Paktur pajak sederhana tidak dapat dijadikan seba=-
gai bukti pajak masukan (kredit pajak).

Akan tetapi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Di-
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rektorat Jenderal Pajak SE-38/PJ,5/1989, maka pembuatan fak
tur pajak sederhana tidak perlu lagi memintakan isin kepa
da Direktorat Jenderal Pajak asalkan cara . penyampalannya
memenuhi ketentuan Keputusan Virektorat Jenderal Pajak KEP
-24/PJ.3/1989,

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat faktur pajak se-
derhana pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak
secara eceran kepada siapapun, ;'..'.- tempat penjualan eceran
langsung dari rumah ke rumah kepada konsumen, atau kepada
pedagang pengecer dengan cara menjual langsung melalui
canvassing, penyerahan jasa kena pajak kepada konsumen ak-
hir atau kepada masyarakat umum, sebagaimana yang dimaksud
pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Direkturat Jenderal Pajak
No, KEP-24/PJ,3/1989 tentang faktur pajak sederhana.

Faktur pajak sederhana dapat berupa Bon kontan, fak
tur penjualan, segl cash register, karcis kwitansi yamg la
sim dipakai Pengusaha Kena Pajak, Pada faktur pajak seder-
hana sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nama Pengusaha
Kena Pajak atau mama merek usaha dan jumlah harga jual atau
penggantian yang diterimah serta jumlah Pajak ~Pertambahan
Nilai dan atau pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ter-
hutang, atau keterangan bahwa pajak yang terhutang, terse
but telah masuk harga jual atau penggantian, menurut pasal
1 ayat (2) dan pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No. KEP- 24/PJ,3/1989 tentang faktur pajak sederhana,




3.3 Pungsi Faktur Pajak,

Pengertian faktur pajak adalah suatu bukti pemungut
an pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direk-
torat Jenderal Bea dan Cukai pada saat melakukan penyerah-
an barang kena pajak dan atau pada saat impor barang kena
pajak., Hal ini dapat dilihat bahwa fungsi utama faktur pa=-
jak merupakan bukti sah dan masukan didalam perhitungan Pa
jak Pertambahan Nilai,

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Drs, Edi Garnadi
Ak, dan Drs. Kustandi Arintak, Ak, (1984:83) sebagai beri-
kut :

"Faktur ggjak adalah bukti pungutan pajak ya didbu

at oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jende=-

ral Bea dan Cukal pada saat penyerahan Barang Kena

Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat Impor Ba=-

rang Kena Pajak, yang menjadi sarana pelaksanaan ca

g:hzgrﬂglgtgg gjkaniame pengkreditan Pajak Pertam -

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fungsi fak-
tur pajak tidaklah semata-mata sebagal bukti pungutan pajak
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jen-
deral Bea dan Cukai, Akan tetapi merupakan suatu syarat
formil bagi Pengusaha Kena Pajak, dan dapat pula digunakan
sarana dalam pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran
a. Pajak Masukan.

Yang dimaksud dengan pajak masukan adalah Pajak Per
tambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada
waktu membeli barang kena pajak, atau menerimah jasa kena
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pajak dan atau Impor barang kena pajak., Hal ini telah dike
mukakanioleh Drs, Edi Garnadi, Ak, dan Kustandi Arintak,
Ak, (1984:77) sebagai berikut :

"Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang

telah dipenuhi/telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pa

i:gayangazfr;::fﬁg:g:np§2gawigzz g:g:;fi%:porbar%gg

rang Kena pajak". 19/

Oleh hal ini maka fungsi faktur pajak dalam hal pa-
jak masukan adalah sebagai bukti pembayaran Pajak Pertam -
bahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam
rangka pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena
pajak dan Impor barang kena pajak atau dené;n kata lain se
bagai bukti pembayaran pajak oleh pembeli.

b. Pajak Keluaran,

Pengertian pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan
Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu
penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, menurut
pasal 1 huruf v Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984,

Dengan demikian fungsi faktur pajak dalam hal pajak
keluaran agalah sebagai bukti pungutan Pajak ° Pertambahan
Nilal yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rang-:
kah menyerahkan barang kena pajak dan Jasa kena pajak ser=-
ta Impor barang kena pajak. Kemudian dapat pula digunakan
sebagal sarana untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan
Nilai yang harus dibayar. ‘
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BAB 4

DASAR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

+ Untuk meningkatkan pendapatan negara dibidang perpa
Jakan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengadakan pe-
nagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau membayar pa-
Jaknya sebagaimana mestinya, Dalam rangka pelaksanaan pena
gihan yang dilakukan olsh aparat pemerintah pada wajib pa-
Jak harus didasarkan dengan ketentuan perundang-undangan,
agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum,

Ketentuan berkenaan pelaksanaan penagihan Pajak Per
tambahan Nilai pada dasarmya dapat dijumpai pada pasal 18
ayat (1) Undang-Undang No, 6 tahun 1983, tentang Ketentuan
Unum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi : "Surat Tagih
an Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak
Tambahan merupakan dasar penagihan pajak". Dalam hal ini,
maka ketentuan temtang dasar penagihan Pajak Pertambahan
Nilai terdiri dari :

{. Surat Ketetapan Pajak,
2. Surat Ketetapan Pajak Tambahan,
3. Surat Tagihan Pajak,

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah di
simpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pa-
jak Tambahan dan Surat Tagihan Pajak merupakan sarana ad-
ministrasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertam
bahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan ke-

51
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tiga bentuk ketentuan tersebut mempunyai kekuatan hukum
yang sama,

Selain ketentuan tersebut di atas, masih dijumpai
pula ketentuan dasar penagihan pajak yaitu Surat Paksa hal
ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang No. 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara de
ngan Surat Paksa, dan pada penjelasan pasal 18 ayat (1) Un
dang-undang No, 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Ta
ta Cara Perpajakan.

4.1 Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf k Umdang-Undang
No, 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Yata Cara Per-
pajakan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Su-
rat Ketetapan Pajak, yaitu : "Surat Ketetapan Pajak adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah pem
bayaran pokok pajak, besarmya sanksi administrasi dan jum-
lah pajak yang masih harus dibayar",

Oleh hal tersebut di atas, maka Surat Ketetapan Pa-
jak merupakan salah satu sarana administrasi yang digunakan
dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak yang terhutang ke
pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya se-
bagaimana mestinya. Dalam hal ini setiap wajib pajak diha-
ruskan untuk membayar pajaknya yang terhutang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan
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tidak menggantungkan dengan ditetapkannya Surat Ketetapan

Péjak sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Undang-Undang No,

6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak

an .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Surat

Ketetapan Pajak, adalah surat yang digunakan untuk melaku=-
kan tagihan pajak, yang dapat diterbitkan dalam hal .seba-
gal berikut @

b,

c.

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan atau kete
rangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang
kurang atau tidak dibayar.

Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jang-
ka waktu 20 (dua puluh) hari, setelah akhir masa
pajak, dan setelah ditegur secara tertulis “ tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Tegoran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak seha~-
rusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak
seharusnya dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol
persen) atau tidak seharusnya diberikan pengganti-
an pajak,.

Kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28
dan pasal 29 Undang-Undang No, 6 tahun 1983 tidak
dipenuhi sehingga tidak dapat diketehui besarnya
pajak yang terhutang.
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Sehubungan dengan uraian tersebut, relevan pula de=-
ngan apa yang dijelaskan-oleh, Gin Harjunanto, D. sebagai
berikut :

"Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan apabila dari ha=-

8il penelitian ditemukan data baru bahwa wajib pa-

ak tidak atau kurang membayar pajak yang terhutang
urat pemberitahuan tidak disampaikan setelah akhir

masa pajak dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ,

dengan hasil penelitian ternyata tidak seharusnya

dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak seharus-
nya dikenakan pajak 0% (nol persen) atau tidak seha
rusnya diberikan pengantian pajak dan tidak:memenuhi

kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28

dan 29 Undang*Undang No, 6 tahun 1984". 1/

Undang~Undang No., 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Van Tata Cara Perpajakan, mewajibkan bagi setiap wa-
jib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan benas di In-
donesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat dijadikan ba
han dalam perhitungan pajak, (pasal 28 Undang~Undang No. 6
tahun 1983 ). Dan ketentuan pasal 29 Undang-Undang No. 6 ta
hun 1983 menegaskan bahwa wajib pajak berkewajiban memper=-
lihatkan pembukuan dan dokumen lainnya, guna pemeriksaan
yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan de=-
ngan penetapan/penentuan besarnya jumlah pajak yang terhu-
tang.

Kemudian ketentuan yang mengatur tentang dasar hu=-
kum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dapat dilihat pa~-
da ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 6  tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dan

berdasarkan ketentuan tersebut di atas memberikan wewenang
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kepada Direktur Jenderal Pajak untuk renerbitkan Surat Ke~-
tetapan Pajak.:

Akan tetapi ketentuan tentang wewenapg Direktur Jen
deral Pajak untuk mengeluarkan Surat etetapan Pajak, se=-
bagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 13 Undang-
Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Ca
ra Perpajakan telah dilimpahkan kepade Kantor Inspeksi Pa-
Jak (Kantor Pelayanan Pajak) dengan berdasarkan ketentuan
pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ., KEP-1640
/B .2/1985.

Oleh hal tersebut di atas maka !etentuan mengenai
penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dijumpai pada
Keputusan Menteri Keuangan No, 465/KM¥,01/1987 tentang Pe-
doman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertamabahan . Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta . Perhitungan
sanksi Administrasi Berupah Bunga. Kemudian pada ketentuan
pasal % dan 4 Keputusan Menteri Keuangan No, 465/KMK.01/19
87, memberikan wewenang kepada Uirektur Jenderal Pajak un-
tuk mengatur penerbitan Surat Ketetapan Pajak .

Sebagal realisasi ketentuan tersebut di atas, dike=-
luarkanlah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
KEP-21/PJ,3/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran
Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan
Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Penetap-
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an Bentuk, Jenis, Ukuran, Dan Warna Formulir Pajak Pertam-
bahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Su=-
rat Edaran No, SE-32/PJ.3/1988 perihal petunjuk pelaksana=-
an penerbitan ketetapan pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kantor
Pelayanan Pajak Ujung pandang, telah menerbitkan Surat Ke-
tetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai realisasi pelaksa-
naan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dapat dili
hat pada tabel berikut ini :

SKP/PPN TAHUN 1990 -~ 1991
Yang diterbi%gan Ka%tOE Pe%ayanan Pajak
Zlung fandang

No, | Jenis SKP | Jumlah SKP Yang Diterbitkan | Tahun

1. | SKP/PIN 168 Keputusan 1990
2. SKP/PPN 1 451 Keputusan 1991

“Sumber : Kantor Peélayanan Pajak Ujung pandang.

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor
Inspeksi Pajak<(Kantor Pélayanan ¥Pafak ) mempunyai - jangke
waktu 1_(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ke
tetapan tersebut, (menurut pasal 9 ayat (3) UU No, 6 tahun
1983 ), Oleh hal ini mengandung pengertian bahwa surat kete
tapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak
(Kantor Pelayanan Pajak), terhadap wajib pajak yang tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, harus di-
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lunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal di-
terbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Apabila wajib pajak ti
dak melunasi dalam jangka waktu tersebut, akan diterbitkan
Surat legoran dan apabila surat tegoran sudah diterbitkan,
wajib pajak belum melunasi maka tindakan selanjudnya akgn
diterbitkan Surat Paksa. Dalam hal ini telah dikemukahkan
oleh Gin Harjunanto, D, sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam tenggan

waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya dan apa-

bila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan wajib pajak
tidak menghiraukannya akan-dikeluarkan surat tegor
an setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempoh, dan apabila
wajib pajak tidak menghiraukan surat tegoran dapat

dikeluarkan surat paksa". 2/

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di-
terbitkannya - Surat Pemberitahuan Masa telah lewat, maka
surat ketetapan pajak tidak dapat diterbitkan lagi sebagail
mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Keten=
tuan Umum van Tata Cara Perpajakan. Surat ketetapan pajak
tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu 5 (1lima) ta-
hun dalam hal, wajib pajak melakukan tindak pidana dibidan
perpajakan, dan dipidana menurut ketentuan pasal 13 ayat
(7) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

4.2 Surat Ketetapan Pajak Tambahan,

Yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Tambahan

menurut pasal 1 huruf 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 ten

tang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagai beri-

kut : “Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah surat keputus
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an yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Surat
Ketetapan Pajak Tambahan merupakan salah satu surat kete-
tapan yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar, sete-
lah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak karena masih ditemu-
kan suatu data baru dan atau data yang memang sejak semula
belum terungkap. Oleh hal ini maka Surat Ketetapan Pajak
Tambahan merupakan salah satu sarana dan lanjutan Surat Ke
tetapan Pajak, dalam rangka melakukan penagihan Pajak Per-
tambahan Nilal yang terutang pada wajib pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dije-
laskan oleh Prof, Dr, H, Rochmat Sumitro, S.H, (1986 : 73)
sebagail berikut :

"SKPT ini hanya dapat diterbitkan apabila ditemukan

datg baru (novum) atau ditemukan data yang semula

belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang. SKPT hanya akan diterbitkan
apabila sudah diberikan SKP untuk tahun yang bersang
kutan, dan baru kemudian ternyata bahwa pajak yang
telah ditetapkan terlalu rendah, sebab diketahui
ada data baru yang pada saat penetapan pajak tidak

diberitahukan oleh wajib pajak. Bila saat diterbit-
kan SKPT diketehui lagi data baru, maka tidak menu-
tup jalan bagi Dir.Jen., Pajak untuk menerbitkan SK

P yang kedua dan begitu seterusnya“.3/

Oleh hal ini maka dapat disimpulkan bahwa Surat Ke-
tetapan Pajak Tamhahan merupakan koreksi dari Surat Kete =
tapan Pajak, dan dapat diterbitkan beberapa kalil apabila
ditemukan data baru setelah diterbitkan SKPT dalam jJangka

waktu 5 (1ima) tahun, setelah saat terutangnya pajak.
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Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalamSurat
Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan sanksi adminis-
trasi berupah kenaikan sebesar 100» (seratus persen) dari
Jumlah kekurangan pajak tersebut, menurut ketentuan pasal
15 ayat (2) UU No, 6 tahun 1983, Kemudian sanksi adminis=-
trasi yang dimaksud pada ketentuan pasal 13 ayat (2) U U
No, 6 tahun 1983 tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan
Pajak Tambahan diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis
dari wajib pajak, dan atas kehendak sendiri sepanjang Di-
rektorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pe-
meriksaan,

Kemudian ketentuan yang mengatur tentang dasar hu-
kum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Tambahan:dapat-di
Jumpal pada ketentuan pasal 15 Undang-undang No, 6 tahun
1983 tentang Xetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Ketetapan Pajak Tambahan diterbitkan dalam ba
tas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Su=-
rat Ketetapan Pajak Tamabahan tersebut. Oleh hal ini maka
wajib pajak diharuskan melunasi hutang pajaknya .yang ter-

' camtum pada Surat Ketetapan Pajak Tambahan, dalam .. jangka

waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya., Apabila
‘ wajib pajak tidak melunasi dalam jangka waktu yang - telah
\ ditentukan, maka tindakan selanjudnya dikeluarkan Surat Te
goran, apabila wajib pajak tidak menghiraukan Surat Tegor-

an maka dapat dikeluarkan Surat Paksa, menurut pasal 18 =

.
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ayat (1), pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajaka.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No, 6 ta
hun 1983, Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk mener-
bitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sesudah saat pajak terhutang. Akan tetapi de-
ngan berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Direktur Jen-
deral Pajak No. KEP-1640/PJ.2/1985, maka wewenang Direktur
Jenderal Pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan - Pajak
Tambahan telah dilimpahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak
(Kantor Yelayanan Yajak).

Oleh hal tersebut di atas dari hasil penelitian pe-
nulis, maka Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Penlayanan Pajak)
Ujung pandang untuk tahun 1990 sampai tahun 1991 tidak me-
nerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan untuk Pajak Per-
tambahan Nilai.

Selanjudnya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) ta-
hun telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Tambahan tetap da-
pat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka wak-
tu 5 (1ima) tahun dipidana, karena melakukan tindakan pi=-
dana dibidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang
penagihannya telah daluwarsa berdasarkan keputusan pengadi
lan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4.3 Surat Tagihan Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Undang-Undang

No, 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Per-
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pajakan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud de
ngan Surat Tagihan Pajak, yaitu : "Surat Tagihan Pajak ada
lah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi be
rupa bunga atau denda administrasi", Oleh hal ini maka Su=-
rat Tagihan Pajak merupakan salah satu sarana yang diguna-
kan oleh, Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pena=-
gihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Ba=-
rang Mewah terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ke
wajibannya sebagaimana mestinya.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 14
Undang-Undang No. 6 tahun 1983, maka Surat Tagihan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang ~ Mewah,
berpungsi untuk melakukan penagihan karena adanya °:

1. Kekurangan pembayaran/penyetoran pajak akibat sa=-
lah tulis dan/atau salah hitung dalam Surat Pembe-
ritahuan Masa, Pajak Pertambahan Nilai.

2. Sanksi administrasi’ berubah denda :

a. Sebesar:®;10.000, bagi Pengusaha Kena Pajak yang

+. tidak/terlambat menyampaikan Surat-Pembéritahuan
Masa, .ménurut ketentuan pasal 7 Undang=Undang. :
No., 6 tahun,b 1983,

b. Sebesar dua kali jumlah pajak yang dibayar da=-
lam hal Pengusaha Kena Pajak membetulkan sendi=-
ri Surat Pemberitahuan Masa PPN sepanjang belum
dilakukan tindakan penyidikan, menurut pasal 8
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ayat (3) Undang-undang No. 6 tahun 1983,

Sebesar 2% dari Vasar Yengenaan Pajak bagi Peng
usaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya
menurut ketentuan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang
No. 8 tahun 1984,

Sebesar 2% dari Vasar Penagihan Pajak bagi Peng
usaha Kena Pajak yang tidak membuat atau mengi-
8i selengkapnya faktur pajak menurut pasal 13
ayat (8) Undang-undang No, 8 tahun 1983,

Sebesar 2% dari Dasar Penagihan Pajak bagi orang
atau badan yang tidak dikukuhkan tetapi membuat
Faktur Pajak menurut pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang No, 8 tahun 1983,

Sanksi administrasi berupa bunga :

C.

Sab?aar 2% sebulan atas jumlah pajak yang . ku-
rang dibayar, dalam hal Pengusaha Kena - _Pajak
membetulkan sendiri sehingga PPN yang mengaki=-
batkan hutang pajak menjadi lebih besar menurut
pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No, 6 tahun 1983,
Sebesar 2% sebulan dalam Pengusaha Kena Pajak
diperbolehkan mengansur.atau menundah pembayar-
an pajak menurut ketentuan pasal 19 ayat (2) Un
dang-Undang No, 6 tahun 1983,

Sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar pada saat Jjatuh tempoh pem-
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bayaran menurut ketentuan pasal 9 ayat (1) j.o
pasal 19 ayat (1) UU No 6 tahun 1983,

Kemudian ketentuan yang mengatur tentang dasar hu=-
kum Surat Tagihan Pajak dapat dijumpai pada ketentuan pa-
sal 14 Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang . Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Surat Tagihan Pajak -mempu-
nyal kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak
sehingga dalam hal penagihannya dapat dilaksanakan dengan
Surat Paksa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tentang we-
wenang Direkturat Jenderal Pajak untuk menerbitkan  Surat
Tagihan Pajak, Oleh hal ini M, Djafar Saidi, S.H, (1987 :
139) mengemukakan : "Selanjudnya Undang-Undang telah tegas
menetapkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan . Surat
Tagihan Pajak berada pada Direktur Jenderal Pajak". 4/
Akan tetapi dengan ketentuan pasal 1 Keputusan Direktorat
Jenderal Pajak No, KEP-1640/PJ.2/1985, maka wewenang untuk
menerbitkan Surat Tagihan Pajak telah dilimpahkan kepada
Kantor Inspeksi Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).

Ketentuan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksana
an penerbitan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, ddpat
dijumpai pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-21/
PJ.3/1987 tentang Retunjuk Pelaksanaan Pengeluaran - Surat
Tagihan Pajak Dan Surat Ketetapan Pajak, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta penetap-
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an Bentuk, Jenis, Ukuran Dan Warna Formulir Pajak Pertam-
bahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selan=-
Judnya ketentuan ini dijumpai pula pada Surat Edaran Direk
tur Jenderal Pajak No, SE-32/PJ,3/1988, perihal  petunjuk
penerbitan ketetapan pajak.

Surat Tagihan Pajak dikeluarkan untuk satu masa pa-
Jak atau beberapa masa pgjak, ditempat Kantor inapokai Pg-
jak (Kantor Pelayanan Pajak) dimana pengusaha dikukuhka se
bagal Pengusaha Kena Pajak. Sebagai realisasi . ketentuan
tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang -~ telah
menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

STP/PPN TAHUN 1990 - 1991

Yang diterbit%an Kagtor Peiayanana Pajak

No. | Jenis STP | Jumlah STP yang diterbitkan | Tahun
1. | STP/PEN 1615 Keputusan 1990 }
2. | STP/PPN | 2031 Keputusan 1991 }

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Ujung pandang.

Surat tagihan Pajak yang dikeluarkan Kantor Inspek-
si Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) mempunyai jangka waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pa
jak menurut ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 6
tahun 1983, Kemudian didalam ketﬁntuan pasal 18 ayat (1)
Undang-Undang No. 6 tahun 1983, telah menetapkan bahwa Su=~
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rat Tagihan Pajak merupakan salah satu dasar penagihan Pa-
Jak Pertambahan Nilai,
4.4 Surat Paksa.

Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambah
an dan Surat Tagihan Pajak telah disampaikan atau diberita
hukan kepada wajib pajak sampal dengan batas waktu yang te
lah ditentukan, tetapi wajib pajak tidak membayar kewajib=-
annya sebagaimana mestinya maka Kepala Kantor Inspeksi Pa-
jak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak), sebagal aparat perpa-
Jakan berkewajiban untuk melakukan penagihan hutang pajak
dengan mengeluarkan surat paksa,

Yang dimaksud dengan Surat Paksa menurut ketentuan
pasal 1 huruf p Undang-Undang No, 6 tahun 1983 tentang Ke-
tentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah : "Surat Pak-
sa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan dengan
pajak, sesual dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1959 ten-
tang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa",

Ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum penagih
an pajak dengan Surat Paksa dapat dijumpai pada ketentuan
berikut ini :

1., Ketentuan pada pasal 23 Undang-Undang No., 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak
an, yang berbunyi : "Jumlah pajak yang terhutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan
Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang ti-
dak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Su-
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rat paksa,

2. Pada penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.
6 tahun 1983, yang berbunyi : "....Dalam hal tagih
an pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh
tempoh yang telah ditetapkan penagihannya dapat di
lakukan dengan Surat Paksa".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka surat
paksa merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk me-
lakukan penagihan pajak yang terhutang, setelah diterbit-
kan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat
Ketetapan Pajak Tambahan.

Selanjudnya pada ketentuan pasal 3 Keputusan Mente~-
ri Keuangan No. 951/KMK,04/1983, tentang Tata Cara Pelaksa
naan Penagihan Pajak Dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang
Mengeluarkan Surat Paksa, yang berbunyi :

"(1), Dalam wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pe
lunasan hutang pajak dalam waktu sebagaimana di-
tentukan dalam surat teguran tersebut pada pasal
2, penagihan selanjudnya dilakukan dengan surat
paksa sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959,
tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

(2). Kepala Inspeksi Pajak ditunjuk sebagai pejabat
yang berwenang untuk mengeluarkan Surst Paksa se~-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) "«

Oleh hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal wa=-
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Jib pajak lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang
telah ditentukan pada surat ketetapan, maka wajib pajak di
tagih melalui Surat Paksa. Selanjutnya yang berwenang me-
nerbitkan Surat Paksa adalah Kepala Kantor Inspeksi Pajak
(Kepala Kantor Pelayanan Pajak).

Sehubungan hal di atas, sesuai pendapat, Atep Adya
Barata dan Zul Afdi Adrdian (1989:212), sebagai berikut :

"Surat Paksa diterbitkan oleh'Kepala Kantor Pelaya-

U S e e Ve e e

waktunya. Yang dimaksud deggan Surata%akazaiglagasz

rat Perintah untuk membayar hutang-pajak secara pak

sa yang ditujukan pada penanggung pajak". 5/

Kemudian ketentuan yang mengatur dasar hukum berke-
naan pelaksanaan penagihan pajai dengan Surat Paksa dapat
diatur pada Undang-Undang No. 19 tahun 1959 tentang Undang
Undang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa. Pada pa=-
sal 3 ayat (1) Undang=-undang No., 19 tahun 1959, bahwa Su=-
rat Paksa harus berkepala "Atas Nama Keadilan". Hal ini
berarti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan
hakim dalam perkara perdata.

Selanjudnya pada Surat Paksa tidak dapat dimintakan
banding pada hakim atasan, sebagaimana pada perkara perda=
ta hal ini dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) Undang- Un-
dang No. 19 tahun 1959.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan
penelitian penulis bahwa Surat Paksa yang diterbitkan oleh




Direktorat Jenderal Pajak yang berkepala "Atas Nama Keadil
an" sebagaimana yang diatur pada pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang No, 19 tahun 1959, telah beruba. dengan berkepala
‘" Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Oleh
hal ini maka Surat Paksa yang dikeluarkan Kantor Pelayanan
Pajak harus berkepala “ Uemi Keadilan Berdasarkan Ketuhan=-
an Yang Maha Esa ", agar supaya Surat Paksa yang dikeluar-
kan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Ha=
kim dalam perkara perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, M, Ujafar
Saidi, S,H, (1987:220), telah mengemukan sebagai berikut :
"Jika Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sa-
ma dengan grosse dari putusan Hakim dalam perkara
perdata, maka Surat Paksa berkepala "Atas Nama Ke-
adilan" seharusnya diubah menjadi " Demi  Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", Oleh ' karena
putusan Hakim yang tidak berkepala " Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", mengandung
konsekwensi batal demi hukum sebab tidak sesuai pa-
sal 4 ayat K13 Undang-undang Ketentuan-ketentuan po
kok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No. 14 tahun
1970)". &/
Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang
No, 19 tahun 1959 tentang Undang-Undang Penagihan Pajak Ne
gara Dengan Surat Paksa, berbunyi : "Yang berwenang untuk
menge luarkan surat paksa ialah pejabat yang ditunjuk seba-
gal demikian oleh Menteri Keuangan untuk pajak yang ber-
sangkutan”, Hal ini mengandung pengertian bahwa Menteri Ke
uangan mempunyal wewenang mengatur pejabat yang berwenang

menerbitkan Surat Paksa, Sebagal realisasi ketentuan terse
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but, maka pada pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
No. 951/KMK,04/1983, memberikah wewenang kepada Kepala Kan
tor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pajak).

Oleh hal ini menurut Bohari, S.H, (1984:63), telah
mengemukakan sebagail berikut :

"Yang berwenang mengeluarkan surat paksa ialah :

1. Untuk pajak Negara ;
Kepala Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
2. Untuk pajak Daerah ;
Kepala Daerah yang bersangkutan". 7/

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka _ pena~-
gihan pajak terhadap wajib pajak dengan Surat Paksa pelak=-
sanaanpya dilakukan oleh Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Ke-
pala Kantor Pelayanan Pajak) dimana wajib pajak terdaftar.

Sebagai realisasi pelaksanaan penagihan pajak, maka
Kepala Kantor Inspeksi Pajak (Kepala Kantor Pelayanan Pa-
jak) Ujung pandang telah menerbitkan Surat Paksa terhadap
wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya, yang ter-
camtum pada surat ketetapan pajak yang diterbitkan, Hal ini
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

SURAT PAKSA TAHUN 1990 - 1991
Yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak

(Ujung Pandang
No. Nama Surat Paksa yang diterbitkan |[Tahun
1, | Surat Paksa] 369 Keputusan 1990
[ 2. | Surat Paksa 760 Keputusan 1991
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Ujung-pandangq~n 2
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Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat pake-
sa maka Juru sita memberitahukan dan menyampaikan _salinan
Surat Paksa ditempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib
pajak atau penanggung pajak., Selanjudnya Juru sita = dalam
menyampaikan Surat Paksa tidak menjumpai wajib pajak atau
penanggung pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukannya
maka juru sita menyampaikan kepada Bupati/Walikotamadya Ke
pala Daerah Tingkat II atau pegawai-yang berwewenang dengan
maksud untuk menyampaikan Surat Paksa kepada yang bersangku
tan atau penanggung pajak yang dimaksud,

Kemudian surat pakaa merupakan perintah kepada wajib
pajak atau penanggung pajak untuk melunasi hutang pajaknya,
dalam jJangka waktu 2 hari sesudah tanggal pemberitahuan,
Apabila wajib pajak atau penanggung pajak belum membayar -
hutang pajaknya yang tertulis pada surat paksa, maka Juru-
sita dapat melakukan penyitaan barang-barang milik wajib -
pajak atau penanggung pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Xeputusan Menteri Ke
uangan No. 954/KMK, 04/1983 maka biaya-biaya yang dikeluar-
kan dalam penagihan pajak menjadi tanggungan wajib pajak -
atau penanggung pajak. Besarnya biaya penagihan pajak Nega
ra dengan surat paksa, untuk setiap surat paksa sebesar W
5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana yang telah ditetap
kan pada ketentuan pasal 2 huruf a Keputusan Menteri Keuang

an No, 81/KMK,04/1986.
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BAB 5

FAKTOR PNDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Di dalam sistim dan ketentuan hukum pajak di Indone
sia, kewajiban perpajakan merupakan suatu perwujudan dari
pengabdian dan peran serta wajib pajJak secara  langsung
atau tidak langsung, bersama=-sama untuk melaksanakan kewa-
Jiban-kewajibannya dibidang perpajakan yang diperlukan un=-
tuk membantu pemerintah didalam meningkatkan pendapatan ne
gara guna mengsukseskan pembangunan nasional,

Pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur dibidan
perpajakan sesual dengan fungsinya berkewajiban, dan atau
sebagal rasa tanggung jawab diharuskan untuk melakukan pe-
ngawasan dan tindakan-tindakan penagihan pajak, terhadap
wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaima
na yang telah digariskan di dalam ketentuan perundang-un-
dangan dibidan pajak,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam
hal pelaksanaan perpajakan dapat timbul berbagai kemung-
kinan-kemungkinan dan gejzala-gejala yang senantiasa, kewa-
jiban para wajib pajak tidak dilaksanakan sebagaimana mes-
tinya. Maka dalam hal ini aparat perpajakan diharuskan un-
tuk melakukan tindakan penagihan pajak yang terhutang ter
hadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya se-

bagaimana mestinya.
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Akan tetapi tidaklah dapat dimungkiri bahwa didalam
pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai, terhadap wa
Jib pajak akan timbul berbagai faktor-faktor yang dapat
mendorong dan menghambat pelaksanaan penagihan Pajak Per-
tambahan Nilai yang dilakukan oleh aparat perpajakan terha
dap wajidb pajak.

5.1 Faktor Pendorong.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sistim
pajak yang sangat penting, karena pengenaan Pajak Pertam=-
bahan Nilai meliputi seluruh lapisan masyarakat dimana ha-
silnya sangat besar dan mempunyal peranan didalam memasuk=
an dana untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
bahkan dapat diharapkan hasilnya lebih besar dibanding de-
ngan pajak-pajak lainnya. Selanjudnya bahwa Pajak Pertam-
bahan Nilai pemungutannya dapat dikenakan oleh semua lapis
an masyarakat, dari masyarakat yang miskin sampal kepada
masyarakat kaya. Hal ini dapat dijumpai karena hampir se=-
mua masyarakat mengkomsumsi kebutuhannya merupakan produk-
sl yang telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pa-
jak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapat
an bagi negara, selain sumber-sumber pendapatan lainnya
yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam pembia-
yaan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia,
sehingga para aparat perpajakan mempunyai kewajiban dan dpo
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rongan untuk melakukan penagihan pajak yang terhutang pada
wajib pajak.

laskan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dije-
oleh, Syamsuddin Imbeke sebagai berikut :

"Bahwa faktor-faktor yan%bdapat mendorong untuk me-
lakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang ter-
hutang pada wajib pajak adalah :

a. Sebagal aparatur pemerintah dibidang perpajakan
adalah merupakan suatu tugas dan kewajiban yang
harus dilaksanakan untuk melakukan penagihan pa=-
Jak yang terhutang pada wajib pajak didalam mem-
bantu pemerintah untuk meningkatkan pemasukan da
na bagi negara disektor perpajakan guna memenuhi
kebutuhan dan pengeluaran negara,

b. Sebagai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan
tugas dan disiplin kerja serta berusaha untuk me
ningkatkan prestasi kerja agar pelaksanaan tugas
yang telah dipercayakan ini dapat berjalan seba-
gal mana yang diharapkan"., 1/

Oleh hal ini maka dapat disimpulkan ©bahwa faktor-

faktor yang dapat mendorong pelaksanaan penagihan Pajak

Pertambahan Nilai adalah :

9.2

1.

2.

Pajak Peftambahan Nilai merupakan salah satu sum=-
ber pendapatan negara yang mana sangat diharafkan
dapat membantuh penerimaan pemerintah disektor pa-
jak dalam pembiayaan pembangunan.

Karena adanya suatu rasa tanggung jawab dan kesa=-
daran atau disiplin kerja yang d&imiliki oleh para
aparat perpajakan didalam melaksanakan tugas, un=-
tuk membantu pemerintah didalam meningkatkan pema-
sukan dana bagi negara.

Faktor Penghambat.
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Pada dasarnya besarnya hutang Pajak Pertambahan Ni-

lai dihitung sendiri oleh wajib pajak, dan apabila kemudi-
an ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajidb pajak
dalam melakukan perhitungan pajak yang terhutang, atau wa=-
Jib pajak melanggar ketentuan yang diatur pada Undang-Un-
dang perpajakan, maka para aparat perpajakan berkewajiban
melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang
pada wajib pajak.’

Akan tetapi didalam rangka pelaksanaan penagihan Pa
jak Pertambahan Nilal yang terhutang pada wajib pajak yang
tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, ti-
dak selamanya akan berjalan sesual dengan apa yang diharap
kan, Oleh karena itu didalam melakukan penagihan Pajak Per
tambahan Nilai yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan,
tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang dapat meng=-
hambat penagihan Pajak Pertambahan Nilai terhadap wajib pa
Jjak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan
pula oleh, Syamsuddin Imbeke sebagal berikut :

"Faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pe

nagihan Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada

wajib pajak adalah :

a. Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar

hutang pajaknya.

b. Penanggun pajak tidak diketemukan, atau wajib pa

jak pindah alamat tampah memberitahukan . alamat
ang baru.

c. Wajib pajak tidak mempunyail harta yang dapat di-
jadikan sebagai obyek penyitaan", 2/
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Oleh hal tersebut di atas, telah dijelaskan ' bahwa
faktor-faktor yang dapat menghambat penagihan pajak, ;| yang
dilakukan oleh aparat perpajakan disebabkan karena kurang-
nya kesadaran dan;pengetahuan wajib-pajak, peraturan perpa
Jakan dan mampaat dari hasil pemungutan pajak terhadap ne-

gara.
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BAB 6

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan materi mengenai penagih-
an Pajak Pertambahan Nilai beberapa bab, maka tibalah saat-
nya untuk menutup skripsi ini yang isinya merupakan kesim-
pulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan terle~
bih dahulu dan ditutup dengan saran-saran penulis sebagai
imput dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan
Nilai, sebagai berikut :
6.1 Kesimpulan

a. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud pada
ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) jucto pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan
Pengusaha yang potensial untuk menjadi Pengusaha Ke
na Pajak menurut ketentuan pasal 4 ayat (2), -semua-
nya diharuskan mendaftar menjadi Pengusaha Kena Pa-
jak Otomatis., Hal ini berdasarkan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988,

b. Pembuatan faktur pajak merupakan suatu kewajiban u-
tama yang harus dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pa
jak sebagail bukti pungutan pajak bagi penjual dan
bukti pembayaran pajak bagi sipembeli, dan apabila
Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakannya maka da-
pat dikenakan sanksi., Oleh hal ini faktur pajak ada

lah suatu sarana pelaksanaan pemungutan Pajak Per-
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tambahan Nilai, yang merupakan suatu bukti yang sah
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dan Direktor
at Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka  penyerahan
barang kena pajak dan jasa kena pajak atau Impor ba
rang kena pajak.

Pelaksanaan penagihan Pajak Pertambahan Nilai yang
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Ujung pan=-
dang telah dilaksanakan berdasarkan dengan ketentu-
an perundang-undangan perpajakan., Hal ini dapat di-
lihat bahwa tindakan pelaksanaan penagihan Pajak,
Pertambahan Nilai, yang dilakukan oleh aparat per=-
pajakan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Tagihan Pajak
dan Surat Paksa yang merupakan suatu sarana . hukum
dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, apabila
wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai
mana mestinya.

Dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Pertambah-
an Nilai yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan,
maka tidaklah dapat dimungkiri bahwa didalam .rang-
ka pelaksanaannya akan timbul berbagai faktor- fak-
tor yang dapat mendorong dan menghambat pelaksanaan
penagihan Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dapat di
lihat bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong : dan
menghambat pelaksanaannya adalah :
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1. Faktor pendorong
~-Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan salah
satu sumber pendapatan negara, yang mana sangat
diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upa
ya memasukan dana bagi negara.
-Dengan adanya rasa tanggung jawab dan kesadar-
#n serta disiplin kerja yang dimiiiki oleh apa
rat perpajakan dalam melaksanakan tugas.
2. Faktor penghambat
-Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pa-
jak tentan peraturan perpajakan dan mampaat da
ri hasil pemungutan pajak terhadap negara.
6.2 Saran-saran
Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis
dapat memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sis=-
tim pajak yang masih baru sehingga pelaksanaan pe-
mungutannya masih mengalami kendala-kendala., Oleh
hal ini peran serta para aparat perpajakan mempu-
nyai peranan untuk memberikan penyuluhan-penyuluh=-.
an kepada masyarakat tentang ketentuan yang menga-
tur pelaksanaan penagihan pajak, dan kengunaan pa=-
jak didalam pembangunan agar para wajib pajak da-
pat melaksanakan kewajibannya secara sadar sebagai

mana yang diharapkan,
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Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak yang ter-
hutang terhadap wajib pajak, kiranya para aparat
perpajakan yang melakukan penagihan pajak supayah
divekali pengetahuan yang memadai, tentang ketentu
an yang mengatur pelaksanaan penagihan pajak, agar
pelaksanaannya tidak tidak menimbulkan kendala-ken
dala yang dapat menghambat pelaksanaan penagihan=-.
nya.

Perlu kiranya Pemerintah bersama=-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat untuk meneliti tentang keberada-
an Undang Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Pena-
gihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, apakah Un-
dang-Undang tersebut masih cocok dipakai atau su-
dah tidak sesuai lagi dengan prinsif-prinsif ke-
adilan dewasa ini, jika kita melihat perkembangan
perpajakan,
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 1235/KMK.04/1988
TANGGAL : 31 Desember
|AFT AR BARANG MEWAH YANG ATAS PENYERAHAN |
DAN ATAS IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PAJAK PEN-
JUALAN ATAS BA 2ANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR |
10% (SEPULUII '/ KSEN) SEBAGAI TAMEAHAN PENGENA- I
AN I' \JAK PERTAMBAHAN NILAI '
e |
Nomor | I .eterangan
Urut [ Uraian Barang HS : ', ccen
a, Kclompok minuman yang tidak
mengandung alkohol : .'
a. l ir mineral dan air soda yang 2201.10.000 ?2.0!.200
Illlduk dibeiri aroma, kecuali
yjng dihasilkan oich pengusaha
Kecil. r
b. Kelompok kemdaiaan bermotor -
R‘:‘croda dua baik menggunakan i
kereta pasangan o+ atau tidak |
engan lenaga mesin yang isi :
silindernya melebihi 200 (dua '
[alus) CC adalah : _
= I. i - 5 A= s i - e
f
%——_
Hoor | Keterangan
*Urut | Uraian Barang HS CCCN
b.1 Srpcda motor 8711.20.100 Ex. | 87.09.19¢
| b 8711.20.200 Ex.' 87.09.290
b.2 Sekuter 8711.3¢ 100 Ex., 87.09.390
1 8711.30.200 i
I . 8711.40.100
ccuali untuk keperluan negara 8711.40 200 [ ! .
| 8711.50.100 '
| 8711.50.200 .
8711.20.300 |
- 8711.30.300 .
- 8711.40.300 ,-
I 8711.59.300 I
elompok kendaraan bermotor "
Jenis kombi dan mibibus adalah: ;
. C.1 ombi dan minibus untuk angkutan Ex. 8703.21.990 Ex.| 87.021299

numpang
idak lebih dari sepuluh orang ter-
asuk pengemudi. kecuali untuk

1ngkulan umum,
|
|

Ex. 8703.2:.999
Ex. 8703.23.996

_Ex. 8703.24.990

Ex. 8705.31.990
Ex. 8703.32.990
Ex. 8703.33.94%C
Ex. 8701.90.990

Ex.| 87.02.300
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| keterangan
Urut { Uraian Barang HS i
e
](Llompok pesawat penerima siaran !
ra;jm pesawat perckam dan repro- | »
duksl suara beserta perlengkapan- |
nya i
d.l !Lﬂwat perckam dan reproduksi suara 8519.99.100 42.1 1.900
[ 8519.,99.200 :
! " 8519.99.900 !
: Ex. 8520.20.000 f
d.2 N‘ikrofon dan kakinya, pengeras 8518.10.000 §5.14.150
suara (loudspeaker) dan amplificr, 8518.21.000 $5.14.120
) kecuali vang berkekuatan 25 watt 85.18.22.000 $5.14.130
kebawah produksi valam negeri 85.18.29.90C
.' 8518.30.000
| 8513 40.000
[ 8518.50.000
[ Pesawat peneriis siaran radio 8527 21.000 Ex., 851153
' yang mengandung pesawat perekam 8527.31.000 Ex 2410 325
dan reproduksi suara termasuk yang 8527.11.000
dibuat atau disciuaikan untuk digu-
i i
| ! i’
{ ]
I
!
i
ll ) —_— ﬂ-‘:ﬁ.‘.‘im_. : i
Urut | Uraian Barang HS ; eé:‘;il“
akan pada kendaraan bermotor f A
arat, air dan udara dan kelengkap- | |
innya berupa equaliser dan synthe- '
izer, kecuali yang radionya ber- |
ekuatan sampai dengan 2 band
roduksi dalam negeri.
¢. relornpok alat-alat mewah dengan
enaga listrik, baterai dan gas :
e.l Tungku dan kompor listrik atau gas 8516 60910 85.12.513
2.2 Antene parabola dengan peralatan-
?ya :
:‘-._l’ isc Ex. 8529.10.000 Ex.! 85.15.900
12 | ed Horn Ex. 8529.10.000 Ex1 85.15.900
. .i {NA/LNB Ex. 8529.10.000 Ex 85.15.900
s own Confericr Ex. 8529.10.000 Ex) 85.15.900
2.5 atelite receiver Ex. 8529 10.000 Ex 85.15.900 &
o - . f
Fe I‘ pe - Ex. 8529.10.000 Ex! 85.15.90C
| |
[ .
=15 I




Nomor {eterangan
Urut Uraian Barang HS | cceN
el Positioner/rotator dengan atau Ex. 8529.10.000 Ex. és_ 15.900
tanpa motor penggerak ’
1
e.3 Decoder Ex. 8529.10.000 Ex. 85.15.900
I Kelompok wangi-awangian, produk '
kecantikan untuk keperluan kulit, - !
tangan, kaki dan rambut serta pre- ;
parat rias lainnya : |
LT Wangi-wangian : j
N Mengandung spirit 3303.00.100 33.06.110
1.2 Tidak mengandung spirit 3303.00.9G0 33.06.120
I |
(2 Produksi kecantikan dan produk '
I:I:Iill untuk pemeliharaan kulit :
|
f.2.1 #cuak talek 3304.91.104 | 33.06.210.
| Ex. 3304.91.900 |
£2.2 Bedak muka 3304.9:.200 33.06.220
” Ex. 3304.91.900
N ——y - - -[i B s TR e ) I !
[
|
]
~ Nomor Keterangan g
Urut ; Uraian Barang iy us CCCN
f£.2.3 B{:@uly creams, cold creams, muke-up 3304.99.500 33.06.230
creams dan cleansing creams untuk
m{ykn atau kulit .
[.2.4 Grease paints (termasuk grease 3304.99.200 '33.06.240
pinints untuk sandiwara). |
r.2.5 Skin food dan tonics 3304.79.300 33.06.250
r.2.6 Skin Lotion 3304.99 400 1 33.06.260
(2 Lipstick § 3304.10.000C 33.06.270
15 Eye-black. eyebrow pencil dan 3304.20.000 '33.06.280
yang semacam itu,
L Lain-lain :
£.2.9.1 Preparat untuk memperoleh warna 3304.99.500 33.06.291
kulit yang coklat dan preparat untvk | _
- mcncegall kulit terbakar oleh sinar :
J.-nl:ll'll:lri. ;
fedid.2 P\I'cp:sral penghilang bau badan 3307.30.00? 83.06.292
£2.9.3 pin-lain 3304};9.'.Igr.1 33.06.299
f.3 Preparat untuk pemeliharaan tangay | |

dan kaki ;
|

i
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Keterangan L

" Nomor T ' .
trut: ' I Uraian Barang H3 - , COCCN

£.3.1 Cat kuku dan lak kuku ' 3304.30.100 33.06.310
f.3.2 Penghilang lak kuku 3304 30.200 33.06.320
£3.3 Lain - lain 3304.30.900 | 33.06.390
f.4 ii’_rod.uksi untuk pemeliharaan rambut :
f.4.1 Brilyantin 3305.90.169 - 3306410
4.2 ',&iinyak rambut 3305.90.200 . | 33.06.420
[4.3 Ikrim rambut 5 3305.90.300 33.06.430
44 Hair sprays 3305.30.000 33.06.440
f.4.5 {Cat rambut Ex. 330590.900 33.06.450
f4.6 | hampoo 3305.10.000 33.06.460
f.4.7 Lotion pengeriting rambut Ex. 3305.20.000 33.06.470
4.8 | Lain-lin Ex. 3305.90.900 33.06.490
f.5 Preparat rias lainnya : i 1

f.5.1 Krim cukur 3307.10.100 33.06.610
(5.2 Lain-lain ; 3307.10.900 33.06.690
ar ' 3.06.799

i tuk hewan 3307.90.100 33.067
f.5.3 Preparal rias untuk h ol R
t MENTERI KEUANGAN,
L= ttd.
1.B. SUMARLIN

|
f

1

i LAMPIRAN gL I

i REPUTUSAN MENTERI | EUANGAP X
'| NOMOR : 1335/KM K.04/190E

|

TANGGAL : 31 Desersher 1020
E DAFTAR BARANG MEWAH YANG A FAS PENYERAHAN 1 [
DA® TAUIMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG M1 WAH
DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) SEBAGAI
TAMBAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIL

———— Fmsammem pseaadar

~ Nomor [ Keterangan
Urut I Uraian Barang HS Con
a. Kelompek minuman yang tidak meng- r

andung alkohol, kecuali yang sudah
termasuk dalam Lampiran | :

a.1. Limun, =ir mineral dan air soda pakai '
aroma dan barang minuman lainnya '
vang tidak mengandung alkohol tidak |
termasuk air buah dan air sayuran
mengandung tamnahan gula atau tidak,
tetapi belum meragi dan tidak mengan-
dung alkohol.

|
|
I
|
|
a.l.l. Minuman yang tidak mengandung ex. 2202.10.900 ©2.02.100
- dioksida karbon, langsung dapat ex. 2202.90.000 |
diAJ‘ninum tanpa diencerkan, '

|




Urut Uraian Barang HS
a.l.2. Air rnin'cral beraroma 2202.10.100 22.02,200
a.l.3. Air sodia beraroma 2202.10.200 22.02(300
a.l4 Lain - lain ex 2202.10.900 22.02.900
| ex 2202.90.000
Tidak lummsuk yang dihasilkan oleh
pengm?ha kecil.
b. Kelom | k alat-alat fotografi,
pesawa rekam dan reproduksi !
suara heserta perlengkapannya
kecuali yang sudah termasuk |
dalam Lampiran .
bl Kamer fotografi untuk keperluan 9002.11.000 90.02.210
biasa dan kelengkapannya berupa 9002.20.100 90.0 1220
lensa saringan dan lain-lain. 9002.90.100 90.0'2}230
f 9006.40.000 90.7 ).111
9006.51.100 90.0 7.112 ;
9006.52.1€0 i !
( 9006.53.109 |
' ~9006.59.100 f
I ex. 9006.91.900° |

% I
Nomaor

"leterangan

Urut

[ Uraian Barang

|

I
[
|
q
!
|
|

|

HS CCCN

b.2

Sega [‘ jenis film kecuali untuk
luju:aﬁ\ khusus seperti untuk ke-
perluan pengobatan atau pemin-
dahaty, atau dipakai untuk menyiap-
kan lﬂok petak, pelat cetak, silinder
untuk dan penelitian udara,

(
I

¢

. 3702.20 100

3701.20.000 Ex. 37 )1.900
3701.30.900 Ex. 37 )2.300
3701.91.000 Ex. 37 )2.900
3701.99.9c0 Ex. 37 )4.000
Ex. 37 )5.000

3702,20.900

3702.31.100
3702.31.990
3702.32.100
3702.32.900
3702.39.20C I
3702.39.900 ,
3702.41.000

3702.42.900

3702.43.910
3702.43.9%90
3702.44.910
3702.44.990 '
3702.53.000




Nomor

L

ex. 9008.90.000

Ex. 90.09.900

3 ‘-‘-m‘l"-‘ll-‘; 'ﬂ i '

[ . v eterngan
Urut , Uraian Barang HS o

-' 3702.54.000 ‘
2702.55.100
3702.55.9006

‘ J 2702.56.100

1 . 3702.56.900 :
3702.94.200 o
3702.94.900 |

. 3702.95.200 i

j 3702.95.900 r'

| 3704.00.100 |

3704.00.910 ;

! 3704.00.929 |

3705.20.000 |-

J 3705.90.000 :
parat cahaya fotografi Jampu 9006.61.000 9-11,‘\3'!.".'? v ‘
vahaya kilat fotografi tedtnasuk 9006.62.000 S‘f‘(."'i.'f‘.'si ,
tules lampu untuk kepdrivan 9006.6%.000 N.O7.527
iavy, serta bagan dan p}rieng- ex. 9006.91.900 .

g innya., ' 9006.99.100
' - ex. 9016.99,900
| .
Nomor [ i i a7 *i".'"‘l;:“;'ﬁ;'"
Urut Uraian Barang HS CCCN
a2
b.4. PeLwa: fotografi untuk mem 9008.40.900 +0.09.200
besarkan dan mengecilkan ex. 92008.90.000 10.09.200
untuk keperluan biasa serta |
bagian dan perlengkapannya,
kecuali dipakai untuk mem- |
persiapkan pelat cetak dan |
silinder cetak untuk indus-
lri{ percetakan,
b.5. Kamera, proyek!tor, pesawat 9007.11.000 0.08.110
perekam dan pesawat repro- 9007.21.000 0.08.1720
duksi suara untu' sinemato- 9007.92.000 0.08.190
grafi, dan segala korbinasi 9007.91.G00 0.08.210
dari barang terschut, serta 2007.29.000 10.08.221
bagian perlengkapannya. 9007.19.000 10.08.222
'0.08.229
I 90.08.290
] 11).08.900
b.6. Proyektor gambar tidak ber- 92004, 10.000 bo.09 110
* getak dan kelengkapannya, | 9008.30.100 10.09.120
9008.20.100 p0.09.130C
9008.20.900 0.09.190C




to

-+ Uraian Barang

Lo < s R
C. KJlompok alat-alat mewah de-
"jf’" tenaga listrik haterai
d.l 1 gas untuk rumah tangga
dan hiburan.
k¢cuali yang sudah masuk da- |
lath Lampiran | :
| i
c.l. Piano termasuk piano otoma- 9201.10.900 12.01.190
tig, pakai atau tanpa gamit- 9201.20.900
an, Keyboard). 9201.90.000
|
c2. Instrumen musik elektro-mag- 9207.10.190 ¥2.Q7.190
mutik, elektro statik, elek- 9207.10.900 12077900
trinik dan yang semz2cam itu 9207.80.000
misainya organ dan akordeon.
[ f
c.3. Pesawat perekam alau repro- BSEI.I0.0Q(I 18 11
duksi suara dan gambar untuk 8521.90.000 U B
televisi (Video Rev o rder) ex. 8519.91.900 |
ddn pesawat pere/ 1 yang- 8§519.99.100 I
menggunakan pit . tape re- 8519.99.200
Nomor == ¥ :li;ﬁl.vnn;r-r
Urut Uraian Barang HS (A
corder) termasuk yang me- ex. 851999900
rupakan bagian dari pesawat - ex. 8520.21.900
tcl{pon. ex. 8520.39.900 ‘-
! 8520.00.100)
I 8520.90.200 ;
I! ex. 8520.90.900
c.d. l‘iéingan hitam dan piringan 8524.10.600 92.12.216
elektronis lainny 4 ex. 8524.90.900 Ex. 92.12.2890
||
il
c.5. Gdamofon, pemuiar piringan 8519.10.000 2.11.100
hiﬁlm dan piringan elektro- ex. 8519.21.900 2.11.219
nit lainnya, kotak musik, ex 8159.29.900 2.11.290
termasuk yang bekerja kare ex 8159.31.900
na mata uang logam atau ke ex 8519.39.900
ping seperti itu dimasukkan
kelalamnya. I
c.6. Kamera televisi. 5525.30.000 5. I‘5 500
. Pesawat pencrima siaran te- 8528.10.100 5. IS o

Icvlilsi berwarna,

!




i '.wa-’

weonar

|
|

tangg2 dengan menggunakan
li_sllrilc ataupun tidak.

rit | Uraian Barang HS I CCCN
kecuali yang berukuran 20
inci kdbawah produksi dalam
negerl, [
| .
i Pita video baik yang kosong ex 8523.11.000 92, 2.150
maupun telah berisi rekaman. ex 8523.12.00) 97. 2.240
| ex 8523.13.00. |
1 ex 8524.21.000
[‘: ex 8524.22.000
, ex 8524.23.00)
¢9.., Lemidri es mengandung bagian 8418.10.00: 84/15.100
ynnﬁ:uembckukan atau tidak 8418.21.00C 84 15.200
(Refrigerator), lemari- 8418.22.C00 B4 15.300
pembeku (Freeser) dan pe- 8418.29.000
.Zuw_l pendingin lainnya 8418.30.000
dalam negeri i ik 8418.50.000
Ria, e 8418.61.c00
I‘ 8418.69.000
i |
I |
e sl I} = N CERREN R R
l r
I |
ﬁt‘lllur -ty chter&.:'l.é;. T
_Urut Uraian Barang HE CCCN
e.10. Mesin cuci pakaian dan atau 8422.11.040 4.19.110
pifing serta mesin untuk 3450.11.100 4.19.190
pembersih secara kering se- 8450.12.1 $4.40.100
lain untuk keperluan industri, 8450.19.1 [84,4(1.100
| 8450.11.9C,
8450.12.900
8450.19.900
8450.20.000
8451.40.100
- ex 8451.40.900
|
c.ll. Mpsin pengering pakaian, 8451.21.210 Ex. |84.40.510
l 8451.21.290
I 8451.21.100
I 8451.29.600 v
- |
c.12 Pesawat pemanas yang lang- 8419.11.110 I84.17.110
sing mengalirkan air yang 8419.11.120 84.17.120
dipanasi atau pesawat pema- 8419.19.110 Ex. 185.12.100
nas air dalam tangki perse- 8419.19.120 il
diaan untuk keperluan rumah I

Foe "




Lo

| ot T e

] | "
Nomor [Keterangan
Urut Uraian Barang HS CCCN
: Sirasen
c.13. Pesitwat penghisap debu dan 8509.1¢.000 4 3.06.100
pesiiwat gosok lantai. 8509.20.000 !
|
c.l4. Mcﬁin pengatur suhu udara 8415.10.020 Fl-i.lZ.l 10
dalhm ruangan (Air Condi- 8415.£- '00 14.12.190
tioner), 8415.8y 9200
8415.32.100
! 8415.62.900
| §415.83.1C00
84.15.»3.700
(|
d. Kelompok alat keperluan un- |
tuk 'olah raga tertentu dan :
untitk permainan aclulah : |
d.l. Bola golf, tongkat bilyar $506.32.000 $ 7.06.211
dan sepatu golf. 9506.31.000 Ex. 97.06.250 |
! Ex. 4.01.900 |
ex 6403.19.100 Ex. 44.02.140 |
. (403.19.200 Ex. ¢4.02.240 |
| 6403.19.300 Ex; 74.02.330 !
| e
? |
| i
3 | :
= S — .{..—.—l.—-;"..‘:.-.—
hf”""" ! - Keterengan
. Urut | Uraian Barang HS COCN
[ - . - —_—— srewps 40
d.2. Meja bilyar, tongkat bilyar 9504.2.0.000 97.04 400
d[-.m bola bilyar.
|
d.3. ralatan elektronis bowling ex 9504 2.900 Ex. | 97.04.900
dr‘in perlengkapannya, bola- ex  9504.49.900 Ex.|64.01.9200
bpia bowling dan sepatu bow- ex  6402.19.200 Ex. ' 64.02.240
u}ag. ex 6403.12.900 Ex. | 64.02.330
e. Kelompok barane-barang sani-
ter dan perlengkapannya ada-
Ial'h :
el Seeala jenis bath tub yang ex 3922.10.000 Ex. 39.07.200
lti!l‘lll:ll dari bahan acrylic, ex 6210.10.000 Ex. 169.10.100
pprselin, besi atau baja. 7324.21.000 7233.210
7324.29.000 >
f. Ke¢lompok permadani yang di-
bg_xl:ll dari jenis bahan ter-
Ic:"xlu adalah ;
A Permadani yang dibuat seba- 5701.10.000 58.01.100
gifin atau selurulinya dari 5703.10.110 §8.02.210
wiol atau dari bulu hewan, 5703.10.191 58.02.220
- 5703.10.199 §8.02.290




Nomor . "'Kcietaugan'
Jrut _i Uraian Barang H3 1 CCCN

|
| 5703.10.500 Ex. ‘303.000 '
| 5702.31.000 | |
! £702.32.00
| 5702.41.000
[ 5702.51.000

5702.91.000 |
ex 5704.90.100 [
ex 570490910 )
ex  5704.90.990 ‘

I

g. Kendaraan bermctor Jeep,
kectuali yang terrsuk dalam

u'lmpir:m I11.

" e Jenis Jeep. ex 8703.2:.920 37.02.292
5 ex 8703.22 920 Ex. 87
| ex 8703.23.920 ’
ex 8703.24.9:0
ex $703.31.920
ex 8703.32.920 |
. ex  8703.33.920
ex 8702.10.000 1
; ex 8702.90.000 N
] | MENTERI KEUANGAN,
! - 1 7. M——
J.B. SUMARLIN

TR )

LAMPIRAN 111 ' |
KEPUTUSAN MENTER KEUANGANM
NOMOR : 1335/KMK 04/1988
TANGGAL : 31 Desem er 1988

DAFTAR B:ARANG MEY™ Il YANG ATAS PENYERAHAN DAN ATAU IMPOE NYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUA .N ATAS BARAN MEWAH DENGAN TARIF SEB ‘SAR 30%
(TIGA PULUH PERSEN) SEBAG..I TAMBAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAI AN NILAIK

~ Nomor | N Keteransgan
Urut | Ur:sn Barang " HS | COUN
| : | SO 2o T
a. Kelompok minutian yang mengandung
alkohol adalah : ;
a.l. Bir terbuat dari malti 2203.60.100 12.03.100
2203.00.900 12.03.900
a.2. A‘r buah anggur, dalam peragian 2204.30.000 12.04.000
atpu peragianny s dihentikan secara
o lain dari pada dengan menambah
k 1|r| alkohol i
al. Anggur terbuat dari buah anggur 2204.21.100 22.05.110
A segar, air buah anggur yang pe- 2204.21,200 I.’.I.OS. 120
ragiannya dihentikan dengan me- 2204.29.100 22.05.210

ndmbah alkohol 2204.29.200 22.05.220

| " f

I




— i o g wHea s
Nomor ¥
Urut Uraian Barang " HS
a.4. “Anggur buah apel, anggur buah 2206.00.100 22.07.100
| pir dan anggur buah lainnya ex 2206.00.500 22.07.500
' ' 2206.00.900 22.07.900
a.s. Anggur madu 2206.00.300 22.07.300
a.6. Sake 2206.00.200 22.07.200
, :
a.%. | Tuak . 2206.00.400 22.07.400
a.8. Whisky, b-andy, gin, rum, dan 2208.30.100 22.09.110
{’_sopi manis 2203.30.900 22.[.)9.]90
2208.20.110 22.09.211
[ 2208.20.190 22.09.219
2208.40.190 f 22.09911
2208.40.900 22.09.919
2208.50.100 | 22.09.921
‘ ' 2208.50.990 22.09.929
2208.90.100 22.09.93G
a.9. Samso ; 2208.90.200 | 22.02.540
I | I
|
| |
li |
;\:omor ‘ | i) - E + Keicrdn’;n—?""
Urut Uraian Barang Hs ' CCCN
: : 1 i
a. l0. Arak dan a1k nanas 2208.90.300 I EE.U'J.QSP
: |
a.ll. . Minuman b _.ikohol lainnya 2208.90.900 22.09.960
I Kecuali yang Jdihasilkan di da- |
am negeri ¢leh pengusaha kecil [
:
b. Kendaraan bermotor jenis sedan, [
§ jeep, mobil balap, station wagon |
dan van adalah : '
|
&2 Sedan dan station wagon, kecuali ex 8703.21.910 87.02.291
Untuk angkutan umum, ex 8703.22.9'9 Ex' 87.02.300
' ex 8703.23.910 _
ex 8§703.24910 *
ex 8703.31.910
ex 8703.32.910 |
b2 Eendnraan bermotor jeep dengan ex 8703.21.920 | 87.02.292
rdan ganda ex 8703.22.920 Ex| 87.02.300.
""ex 8703.23.920
ex 8703.24920 |
ex 8703.31.9! :




-l - —— -

 riitor g - Kéterangan
it Uraian Barang IS , CCCN
.' ex 8703.31.920
/| ex 8703.33.920
! : ex 8702.90.000
.2, Vuu..lkccuali yang dibentuk khusus ex 8703.21.990 Ex 8702.200
untuk angkutan barang ex 8703.22.990 Ex 87/02.300
” ex 8703.23.990 i
| ex £703.24.990 - | :
ex 8703.31.920 :
ex 8703.32.990 '
; ex 8703.33.990 |
F el ex 38703.99.000 | '
L _ - ex 8702.10.000 W
ex  8702.90.000 |
I
b4, - Moblil balap ex 8703.21.27%0 Ex 87 02299
ex 8703.22.990 | !
ex 8703.23.990 , |
! ex 8703.24.990 . '
' ex 8703.31.990 !
ex 8703.32.990
ex 8703.33.990 :
5 ex 2703.90,990 . !
|
Nomor = i )\ y A 5 zﬁfemgng;r'rd
Urut : Uraian Barang HS COCR
e Kelompok kapal bahtera dan ken-
daraan airtertentu kecuali untuk
keperluan negara dan angkutan |
umum :
c.l. K_!pal pesiar dan kapal lainnya 8903.10.000 - !39.01.20(3
untuk hiburan atau oleh araga 8903.91.000 ,
8903.92.000 i
2903.99.000 |
c.2. K¢lompok pesawat utlara kecual: ex 8901.10.910
ydpe digunakan uniuk keperluan ex 8901.10.990
negara atau angh: i umum @
| 3 Balon udara, kapal udara 8801.90.100 ' $8.01.000
c.d. Pesawat terbang tidak mempunyai ex 8801.10.000 38.02.106 |
penggerak mekanik, Rotochutes ex 8801.90.990 3
8804.00.100 .
d.3. Helikopeter 3802:! .00 83,02:200




e ——— —

jata lainnya,

X

9305.29.990
19305.90.900
9305.i0.900

93.06.9:1

= g == ===
; li didk mgEy P e L e | -4
g m'-r‘ Ket-u::ug:m TiE
e Uraian Barang Hs WUN
T, e
d. Pesawal |erbang lainnya dengan £:02.12 000 1
berat t:mlp;l muatan :
S tidak leb '1 dari 2000 kg. 880 1.20.000 88.07 ’i! 0
L2 lebih dar }20(}0 kg, tetapi tidak £202.30.000 88.02 120
dak lcbilydari 15.000 kg.
| |
L3, lebih darl 15.000 ke. 8802.40.000 88.02 190
Kctmnqu senjuta api, senjata i
angin dan gas serta peralatannya
kecuali untuk keperluan negara : |
" |
i Repulpcl‘i dan pistol yang merupa 9302.00.900 93.02. 00
kan senjuta api
5 Pistol mgin ex  9303.10.900 tEx 93.04 97
(| ex 9303.20.900
I ex 931,7.30.900
(| ex  9305.90.990
| I
P R | - |
No e Kete ngﬁfx :
Un Uraian Barang HS N
( Pistol gas ' ex 9303 20,900 ex. 93.04.
ex  9303.30.900
ex 9303.90.990
L Senjata lainnya termasuk pis- 9304 .00.000 ex. 93.05.0t
tol kerabenjdan senapan angin,
senjiata per Jan semacam jlu. '
L Senapan unfuk olah raga atau 9303.20.900 93.04.910
berbury 9303 30.900 93.04.92¢
! ex 9303.90.990 i
]
¢ \murisi daf peluru, ex 9306.21.900 93.07.19| |
| ex 9306.29.900 93.07.192 |
- ex 72306.30.910 93.07.19% !
| ex  9306.30.990 ‘93,0790 | |
‘. ex 9306.90.900 W
| ex  93006.10.900 :
e B;lginn-bagiaLj (parts) repolper, 9305.90 900 ‘.33.06.51'1{j |
senjata pisto), senapan dan sen- ex 9305.21.900 |




—

!
f
i

f
|

|

]

nt

2 ORI B R I e
: < e 4 : - : - 'I."rr;.h *
er i Kelrrangan
Urut ' Uraian Barang * HS ’_ -(:CCN Rl
L. [Kelompok perfengbapan untuk per- y
mbinan dalam ruangan, diatas me-
ja dan dalam taman hiburan un- !
tuk orang dewasa dan kanak-kanak
adalah :
f.1. Permainan elektronik/electronic 9504.10.000 ¥1.04.300
games dilengkapi video atau tidak, ex 9504.20.000
£ Mesin vang bekerja karena mata ex 9504.30.000 :1.04.600
uang logam atau keping seperti ex 9504.90.900
itu dimasukan kedalamnya, untuk
permainan kelanggasan atau judi |
[.3. Mlt':sin untuk permainan ketangkasan ex  93504.90.900 Ex 17 (4.900
atau judi dan hibvran lainnya. |
£ Kelompok barany- harang yang sebagian atau
seluruhnya terbuat dari kristal, |
biitu pualam, groait dan atau
o)lns‘x adalah :
g.l. Skpala jenis perabotan rumah ex 9401.70.000 Ex [94.¢°.190
t rlug-‘l- ex 9401.79.000 Ex [54.0% 490
\ - ex  9401.61.000 '
Tk Jl ey q.
=== = —_—— = T e
Nomor | Kcimn;uu
Urut \ Uraian Barang e HS i CCCN
I ex 9401,30.000
|_, ex  9401.40.000
I ex 9403.80.900
g.2 fl.:lm[ru' gantung bercabang banyak ex  9405.01.460 L4910
g3 all tile ‘dan floor tile ter- ex éhlf 10200 Ex 62.16.00
buat dari batu granit. ex  6814.99.000 '
cecuali yang dibuat di dalam
cgen. i
|
h. elompok pesawat pengirim dan ! f
pesawat pengirim penerima, ke-
cuali yang digunakan untuk ke-
perluan negara :
. h.t. Radio Citizens Band (C.B.) ex  8525.10.000 Ex !84.15.100
Lv ex 8525.20.000
h.2. alkie Talkie dan handy talkie ex 8525.20.000 Ex [85.15.100
ex  8525.10.000 '

MENTERI K UANGAN
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’ Lembar ke-l : Utuk Pembell SEP{Penenina J&
Lembar ke-2 1 Utuk fenposnnn Kens Pajak

o, Faktur Penjuaten/

Ronwak/Order.*) FAKTUR PAJAK Nowor Seid :
e
FLRGUSANA KENA PAJAK &7
hamz :
Alamal H ' .
NIW.P. ¢ DEEUYECE DY ER)
¢ k. Penpukuban : No. Tonppal :
PEMBEL] BKI/PENERIMA JKP :
Mama
Ivama -
Alamal :
WP BV EE T 3155
Ne. Nana Barang/lasa Kens Pajak Kwantum Haiga Satuan Haga Jual/Peng:

pantan/Uang Muka

Jumlah Harpa Jual/Venppantian/Uany imuka *)

_L‘t!.m.mrj potongan hargaf/Uang mukn yang telah diterima *)

basar Pengensan 'ajak

I'PH = 107 x Lssar Penpennan Pajub.

VI U oo SN SF R RN
..... Toox DU = Wy,
..... % x DIP= Wp. ot
Jumlali It
— ) .
R AL )

Nana terang

—

'I Coret yanp udak perlu,
LE PN, 2A-89.
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Pindahan
1V, | Kelebihan Pajak menurut Fiskus
1. Kelebihan pajak yang dikompensasikan 1
2 Kelebiban pajak yang dikembalikan (diterbitkan SKKPP)
3. Jumlah (1 +2) 3
v : Pajak yang kurang dibayar menurut ketentuan ini v
: (I_ll.l + IV.3) atau (IV.3 - 1L.2)
VI Sanksi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Vi
14 Pasal 13 2) = ........ XA R R P SRR = Rp. I
2. Pasal 13 (3) = 100% R RP: vorradsiviies s TR = Rp. LZ
3. | Jumlah (1+2 3
VIL Pajak yang masih harus dibayar meauml- ketetapan ini v
(V + VL3)
C. TANDA-TANGAN PETUGAS
................. S R WA & S pE
Yang menetapkan, Peneliti, Penghitung,
NIP. : NIP. : NIP. :
Tgl. dan parap petugas
D. Nomor dan tanggal SKP
Nomor Diketik Dikol Berkas
Nomor SKP

Tanggal penerbitan

Tanggal pelunasan

E. CATATAN

KP. PPN. 16A,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
INSPERSE PRIAR & o vovsiciiavsrsenrmsredsh sonaN AR
NOTA PENGHITUNGAN SKP PPN
BEASA PAIAK . ... vnoricnsnossnsnnnyusne
A. IDENTITAS PKP
1. |- NNP.W.P
2. Nama
1. Alamalt
4. No, Pengukuhan
" Jenis Usaha KEU: assivisinssetiaaniintiasran
B. | PENGHITUNGAN SKP
I Pajak Keluaran
- Penyerahan kena Pajak DPP Menurut DPP Menurut Pajak Keluaran
0. .
yang PPN-nya PKP Fiskus Menurut Fiskus
(n () 3) (4) (5)
L Dipungut sendiri 1
3 Ditangguhkan/ditanggung 2
i Pemerintah
3. Dikenakan tarip 0% (Ekspor) 3
4 Dipungut instansi/Badan 4
p yang ditunjuk
5. Jumlah (1 + 2 + 3 +4) 5
; Kredit Pajak Kredit Pajak
] Kred EEERINS _ Menurut PKP Menurut Fiskus
() 2) ) “)
1. | Pajak Masukan atas impor BKP :
1.1. Melalui Bendaharawan Dit. Jen. Bea Cukai 1
1.2. Melalui Bank Devisa 1.2
2 Pajak Masukan atas pembelian BKP/perolehan 2
’ JKP Dalam Negeri
Pajak Keluaran dipungut instansi/badan yang
3 "
z ditunjuk
4. Kompensasi Kelebihan Pajak 4
5. Pajak disctor sendiri 5
6. Pokok Pajak yang ditagih dengan STP 6
e Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 7
1. Kurang dibayar (1.5 kclom § ~ 1.7 kolom 4 I
1L | Pajak yang : g Sl A
2. Lebih dibayar (11.7 kolom 4 ~ 1.5 kolom 5) 2

pindahkan
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JEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK UJUNG PANDANG

NOTA PENGHITUNGAN STP PPN.

MASA PAJAK

--------------

A IDENTITAS PKP

N.P.W.P.
Nama
Alamat

No. Pengukuhan
Jenis Usaha

B. PENGHITUNGAN STP

1l Pajak Keluaran
No Penyerahan Kena Pajak yang DPP Menurut ~DPP Menurut Pajak Keluaran |
: PPN-nya PKP Fiskus Menurut Fiskus
1. Dipungut sendiri 1 !
Ditangguhkan/ditanggung Pe- )
2. merintah
3. Dikenakan tarip 0% (Ekspor) 3
4 Dipungut instansi/badan
) yang ditunjuk 4
5. Jumlah (1 + 2 + 3 + 4) 5
. Kredit Pajak Kredit Pajak Kredit Pajfk
Menurut PKP Menurut Fiskus
A Ay S b
. Pajak Masukan atas Impor BKP : PR ENRE
1.1. Melalui Bendaharawan Dit.Jen. Bea Cukai 1.1
1.2. Melalui Bank Devisa 1.2
2 Pajak Masukan atas pembelian BKP/perolehan 2
: JKP Dalam Negeri
3 Pajak Keluaran dipungut instansi/badan yang 3
ditunjuk
4. Kompensasi Kelebihan Pajak 4
5 Disetor sendiri 5
6. Jumlah (1 + 2 4+ 3 + 4 + §) 6

111.

1. Kurang dibayar ( 1.5 - I1.6)

Pajak yang :

2. Lebih dibayar (11.6 — L.5)

ST

D




! Pindahan

Kelebihan Pajak menurut Fiskus

Kelebihan Pajak yang dikompensasikan

Kelebihan pajak yang dikembalikan (diterbitkan SKKPP?)

“Jumlah (1 + 2)

. Pajak yang kurang dibayar menurut tagihan ini
(L1 + IV.3) atau (IV.3 - 111.2)

l Sanksi bunga/denda administrasi :

Sanksi bungn UU No. 6 Tahun 1983
o Gl R T L TR e = Rp.

1.2.Ps. 9 (”Y"; = CKIBEREE .. coeenioovane = Rp.

L Ps o) )

Sanksi Denda Administrasi

’ 1.3. Jumlah :
Undang-undang No. 6 Tahun 1983 :

21 Ps 7 = ...x Rp. 10.000,- - = Rp.
220 PR ) = ok RD. L GER he die e o = Rp.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983,
2. P8 3M) = 20 X B, s s ot = Rp.

2. P 13(B) = 2% RD. ......c.cinneonnn. = Rp.
B3 P8 IR wa AR R e . < 55 e s e e = Rp.

2.6 Jumlah :
Jumlah Sanksi (1.3 + 2.6)

Pajak yang masih harus dibayar menurut tagihan ini (V + VL3)

Yang menctapkan, Peneliti,

NIP.: NIP.:

Penghitung,

NIP.:

Tgl. dan parap petugas

Nomor dan tanggal STP
Nomor

Diketik

Dikol

Derkas

Nomor STP
Tanggal penerbitan :
Tanggal pelunasan :

CATATAN

KP. PPN. 14A




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANANPAJAK ...........ccoovnnn.

SURAT PAKSA
NGO 2 0 c i ioas 5ia'vs saiare AT RO
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAITA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :
Nama Waiib Pajak/Penangguiil PAIAK T vuvceroeemeesiorsnesosenonessnssssssessssessasssosssssas

NP WP s DO OCCooCss
Alamait A L e W

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Tahun Nomor dan tanggal - Jumlah tunggakan pajak
pajak pajak STP/SKP/SKPT (Rp)
Jumlah Rp
syt ias douia s W ldn ae v Sa%sa v Tl o NUR RTINS o anve' aions Ve aiie TS1E T i o )
Dengan ini :

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut
kepada Kantor Kas Negara/Kantor Pos & Giro/Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan
dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk
untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik
Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu satu kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini
tidak dipenuhi.

PERIATIAN Diteinphkan Al ot Suies ddae s Srasiaiesn neaiidEiEels
PATAK HARLIS DL UNASI DALAM WAKTL Pada tanggal ____________________________
1 x 24 AN SLTPEAN MENERIMA SURA T
i gy KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

SESUDAH BATAS WAKTL ITUL TINDA
KAN PENAGHIAN AKAN D ANIUTRAN
DENGAN PENYITAAN.

‘Pasal F Undang.umiang No. 19 Th. 19%59)

KP. RIKPA 4.8 ' [ Lo e SRS S e




